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Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktik Mura>bah}ah Bersyarat di Unit Jasa Keuangan 
Syariah Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan”. 
Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana praktik mura>bah}ah 
bersyarat di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana 
Makmur Sugihan Kecamatan Solokuro Lamongan dan Bagaimana Tinjauan 
Hukum Islam terhadap praktik mura>bah}ah  bersyarat di Unit Jasa Keuangan 
Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan Kecamatan 
Solokuro Lamongan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan metode deskriptif Analisis. Pembahasan dimulai dengan 
mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan tentang praktik 
pembiayaan akad mura>bah}ah yang diajukan oleh calon nasabah kepada pihak 
KSU Kencana Makmur, kemudian dianalisis dengan hukum Islam yakni 
mura>bah}ah terhadap praktik pembiayaan di UJKS KSU Kencana Makmur 
Sugihan Lamongan.  
Hasil penelitian ini, diperoleh informasi mengenai praktik pembiayaan di 
UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan Lamongan. yakni dengan akad 
mura>bah}ah. Dalam praktiknya nasabah datang ke UJKS KSU Kencana Makmur 
Sugihan untuk mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha. Dalam penanganan 
satu pengajuan pembiayaan di KSU Kencana Makmur dilaksanakan 2 akad, akad 
pertama nasabah berperan menjadi penjual dan KSU menjadi pembeli di akad 
kedua KSU berperan menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Barang yang 
menjadi objek jual beli adalah barang jaminan. Selain itu dalam pembiayaan ini 
pihak KSU diberlakukan syarat kontrak sewa-menyewa pada barang jaminan 
yang menjadi obyek jual beli mura>bah}ah. Karena jika tidak menyewa barang 
jaminan, maka nasabah tidak bisa menggunakan kembali barang tersebut. Pada 
penerapan kontrak sewa-menyewa pada barang jaminan yang menjadi obyek jual 
beli mura>bah}ah adalah di luar akad mura>bah}ah, karena kontrak sewa-menyewa 
tersebut dilakukan setelah akad mura>bah}ah disepakati. Dan dalam obyek jual beli 
mura>bah}ah yang menggunakan barang jaminan ini tidak Sesuai dengan obyek 
mura>bah}ah yang disebutkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-
MUI//IV/2000 tentang pembiayaan mura>bah}ah, bahwa seharusnya yang menjadi 
obyek mura>bah}ah adalah barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau barang yang 
dipesan oleh nasabah. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak UJKS KSU 
Kencana Makmur, diharapkan dapat menerapkan sistem pembiayaan mura>bah}ah 
dengan sebenarnya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada seperti penggunaan akad 
harus jelas agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan. Dan lebih 
meningkatkan pembenahan dalam menerapkan akad yang sesuai untuk 
pembiayaan yang diajukan oleh anggota nasabah. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk sosial dan dalam ajaran Islam juga 
telah mengajarkan agar untuk saling tolong menolong kepada sesama umat 
manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari persoalan-
persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan keduniaan. Akan tetapi, 
sesuai dengan aktivitas seorang muslim maka hubungan yang bersifat 
muamalah ini tidak lepas dari masalah-masalah ketuhanan karena setiap 
aktivitas manusia di dunia harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada 
Allah Swt.
1
 Dalam al-Qur’an surat al-Dha>riya>t ayat 56 yang berbunyi :  
اَنَو ُجۡقَلَخ  نَّو ِ
ۡ
ٱ  َو  َن ِ
ۡ
ٱ  ِنوُدُتۡعَِلِ 
نَّ
ِلَّإ ٥٦  
Artinya: “Dan aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepadaku” (Q.S. al-Dha>riya>t : 56) 2 
 
Islam megajarkan bahwa setiap yang dilakukan manusia dalam 
persoalan-persoalan duniawi tidak terlepas dari upaya pengabdian kepada 
Allah SWT. Dalam urusan bermuamalah yang harus diperhatikan adalah 
bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi yang tertuntun oleh 
nilai-nilai ketuhanan dan setiap melakukan aktivitas bermuamalah harus 
                                                             
1
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 9. 
2
Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Fajar 
Mulya,2012), 523. 



































menyakini dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak 
langkah umatnya. apabila setiap pelaku muamalah (bisnis) memahami 
prinsip bermuamalah maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah dan 
sesuai dengan tuntunan syari’ah.3 
Ruang lingkup muamalah sangat luas dan berhubungan erat dengan 
interaksi antar umat manusia. Pada umumnya yang menjadi pembahasan 
dalam muamalah adalah jenis, akad dan tata cara transaksi-transaksi yang 
dapat dilakukan oleh umat manusia dalam kehidupannya, seperti jual beli, 
kerjasama, hutang piutang, gadai, dan lain sebagainya. Di antara beberapa 
jenis muamalah, terdapat satu akad transaksi yang terkenal dengan istilah 
mura>bah}ah. 
Dalam Surat QS. Al-nisaa’ ayat 29 dijelaskan: 
اَه ُّي
َ






او ُ ِۡٱ  َو 
ْ
او ُِةا ََو 
ْ
او ُِةاَٱَو  
ْ
اوُق نَّٱ   َ نَّٱ  َنوُِحلۡفُٱ ۡمُكنَّلَعَل ٢٠٠  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-nisa>’:29)4 
Semakin kuatnya struktur kelembagaan syari’ah di Indonesia 
akhirnya membuahkan hasil, yaitu tumbuh dan berkembangnya badan usaha 
lain yang menerapkan prinsip syari’ah, diantaranya adalah asuransi syari’ah, 
                                                             
3
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah) (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group,2013), 8. 
4 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya.... 122 



































foreign exchange syari’ah, dan perdagangan bursa saham syari’ah dan 
penggadaian syari’ah, BPRS serta koperasi syari’ah.5 
Bermunculannya lembaga keuangan yang berusaha menerapkan 
praktik syariah merupakan hal yang patut disyukuri. Akan tetapi masih saja 
banyak praktik-praktik yang mereka lakukan ternyata tidak syar'i. Banyak 
kaum muslimin yang terlena dengan embel-embel Syariah atau nama-nama 
berbahasa Arab pada produk-produknya, sehingga jarang di antara mereka 
yang memperhatikan atau mempertanyakan dengan seksama sistem transaksi 
yang terjadi.  
Chaniago mendefisinikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang 
beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan 
kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara 




Mayoritas masyarakat yang tinggal di desa Sugihan Solokuro 
Lamongan mata pencariannya adalah sebagai Petani, Pedagang dan 
Merantau ke Luar Negeri, untuk memenuhi kebutuhannya dalam menutupi 
kekurangan modal usahanya dan memenuhi kebutuhannya mereka menabung 
dan meminjam uang ke koperasi baik Konvensiaonal Maupun Syariah. 
Akad yang digunakan di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi 
Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan adalah akad mura>bah}}}}ah Dalam fiqih 
mura>bah}ah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 
                                                             
5Ismail Nawawi, Perbankan Syari’ah (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 55. 
6Arifin Sutiyo, dkk. Koperasi Teori dan Praktik (Jakarta: Erlangga, 2001), 14. 



































menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga 
pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba 
atau keuntungan dalam jumlah tertentu.
7
 
Sebagaimana dalam surat al-Fathir ayat 29: 
 نَِّنإ  َو ِ
نَّ









  َوُتَٱ ونَّل ّٗ  َََِٰجح٢٩ 
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Q.S 
Al-Fathir : 29)8 
 
Pada ketetapan Dewan Syari’ah Nasional No.04/DSN-MUI//IV/2000 
Majelis Ulama Indonesia menjelaskan ketentuan umum tentang mura>bah}ah 
dalam perbankan syariah,
9
 salah satunya adalah “Bank membiayai sebagian 
atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya”. 
Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana 
Makmur Sugihan juga melakukan akad jual beli pada pembiayaan 
mura>bah}ah. Unit Jasa Keuangan Syari’ah Koperasi Serba Usaha Kencana 
Makmur Sugihan nasabah yang ingin mengajukan pinjaman serta yang ingin 
mengajukan pembiayaan modal usaha sama-sama menggunakan akad 
mura>bah}ah. 
                                                             
7
Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan 
Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari’ah, (Yogyakarta; UUI Press,2009),57. 
8
 Departemen Agama. Al Qur’an dan Terjemahanya ...,437 
9Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Erlangga, 2011), 256.   



































Dalam praktik mura>bah}ah di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada 
Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan dilaksanakan 2 akad, akad 
pertama nasabah berperan menjadi penjual dan KSU menjadi pembeli di 
akad kedua KSU berperan menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. 
Barang yang menjadi objek jual beli adalah barang jaminan. Selain itu dalam 
pembiayaan ini pihak KSU diberlakukan syarat kontrak sewa-menyewa pada 
barang jaminan yang menjadi obyek jual beli mura>bah}ah. Karena jika tidak 




Mengingat hal-hal diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
agar diperoleh data yang lebih cermat dalam rangka analisis terhadap praktik 
tersebut dari sudut hukum Islam dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No.04/DSN-MUI//IV/2000. Dari uraian diatas peneliti tertarik 
meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mura>bah}ah 
Bersyarat Di Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Kencana 
Makmur Sugihan Kecamatan Solokuro Lamongan” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian Latar belakang diatas. Dapat diidentifikasi 
permasalahan- permasalahan sebagai berikut: 
1. Akad mura>bah}ah digunakan untuk semua pembiayaan. 
                                                             
10 Asykuri, Wawancara, Lamongan, 03 Oktober 2017. 



































2. Implementasi akad mura>bah}ah yang tidak lain adalah jual beli barang 
jaminan. 
3. Barang Jaminan menjadi hak mutlak pihak Koperasi. 
4. Nasabah tidak bisa menggunakan barang jaminan kecuali dengan 
akad sewa kepada Koperasi. 
5. Merugikan pihak nasabah karena barang jaminan dijual-belikan. 
6. Nasabah yang tidak ingin menyewa barang jaminan kembali tidak 
bisa menggunakan kembali barang jaminan tersebut. 
 
C. Batasan Masalah 
Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada 
judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut: 
1. Deskripsi praktik mura>bah}ah di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada 
Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan Kecamatan 
Solokuro Lamongan. 
2. Tinjaun Hukum Islam terhadap praktik mura>bah}ah bersyarat  di Unit 
Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana 
Makmur Sugihan Kecamatan Solokuro Lamongan. 
D. Rumusan Masalah 
Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penelitian ini 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 



































1. Bagaimana praktik mura>bah}ah bersyarat di Unit Jasa Keuangan 
Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan 
Kecamatan Solokuro Lamongan? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik mura>bah}ah  
bersyarat di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha 
Kencana Makmur Sugihan Kecamatan Solokuro Lamongan?  
 
E. Kajian Pustaka 
Dalam penelusuran penulis ditemukan sejumlah karya ilmiah yang 
mengkaji praktek pembiayaan mura>bah}ah di lembaga syariah : 
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahmiyanti Ningtias Pada Tahun 
2017 yang Berjudul “Analisis hukum Islam terhadap prosedur penyitaan 
barang jaminan pada pembiayaan mura>bah}ah  bermasalah di PT. BPRS Bakti 
Makmur Indah Kantor Cabang Krian-Sidoarjo.” Dalam Skripsi ini Penulis 
membahas tentang Penyitaan Barang Jaminan pada pembiayaan mura>bah}ah 




Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mahmudatur Rofi’ah 2015 yang 
Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Dua Akad Dalam 
Satu Transaksi (Qard}) dan Mura>bah}ah dan Konsenkuensinya Di KJKS BMT 
                                                             
11
Rahmiyanti Ningtias, Analisis hukum Islam terhadap prosedur penyitaan barang jaminan pada 
pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Kantor Cabang Krian-
Sidoarjo, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017). 



































Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.” Dalam Skripsi 
ini Penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi 
penggunaan dua akad dalam satu transaksi (qard}) dan mura>bah}ah dan 
konsekuensinya sehingga yang dibahas pada penelitian ini yakni bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dua akad dalam satu transaksi 
(qard}) dan mura>bah}ah dan konsekuensinya di KJKS BMT Mandiri Sejahtera 
Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.
12
 
Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Noor Vatmawati Pada Tahun 2015 
yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mura>bah}ah Dalam 
Bentuk Perjanjian Piutang Mura>bah}ah.” Dalam Sekripsi ini Penulis 
membahas tentang Praktek Pembiayaan Akad Mura>bah}ah yang 
menggunakan perjanjian piutang dalam bentuk perjanjian tertulis di Unit 
Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya.13 
Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Denys Muzarofatus 
Sholikhah Pada Tahun 2016 yang Berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Praktik Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Madani Taman Sepanjang 
Sidoarjo.” Dalam Sekripsi ini Penulis membahas tentang analisis hukum 
Islam terhadap akad mura>bah}ah yang direalisasikan sebelum barang yang 
dijual kepada nasabah menjadi milik BMT Madani, analisis hukum islam 
                                                             
12
Mahmudatur Rofi’ah,Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Dua Akad Dalam Satu 
Transaksi (Qard) dan Murabahah dan Konsenkuensinya Di KJKS BMT Mandiri Sejahtera 
Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Sunan Ampel, 2015). 
13
Noor Vatmawati,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mura>bah}ah Dalam Bentuk 
Perjanjian Piutang Mura>bah}ah di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha 
Alhambra Surabaya, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015). 



































terhadap realisasi pembelian barang oleh nasabah yang menjadi wakil BMT 
Madani tidak sesuai dengan jumlah yang di wakilkan kepadanya dan analisis 
hukum islam terhadap praktek pembiayaan mura>bah}ah berdasarkan harga 
pokok yang tidak riil sebagai harga barang yang diperjualbelikan.
14
 
Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Mura>bah}ah Bersyarat di Unit Jasa Keuangan Syariah 
Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan Kecamatan Solokuro 
Lamongan” ini akan lebih fokus pada Praktik Mura>bah}ah Bersyarat yaitu 
dalam praktik Mura>bah}ah  disyaratkan untuk menjual-belikan barang 
jaminan sebagai obyek pembiayaan Mura>bah}ah dan melalukan kontrak akad 
sewa menyewa kepada barang jaminan yang menjadi obyek pembiayaan 
Mura>bah}ah tersebut. 
F. Tujuan Penelitian  
Setiap kegiatan yang kita laksanakan pastilah mempunyai sasaran 
dan tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, 
adapun yang hendak dicapai antara lain: 
1. Untuk mengetahui praktik mura>bah}ah bersyarat di Unit Jasa 
Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur 
Sugihan Kecamatan Solokuro Lamongan. 
                                                             
14 Dwi Denys Muzarofatus Sholikhah,Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan 
Mura>bah}ah di BMT Madani Taman Sepanjang Sidoarjo, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Ampel, 2016). 
 



































2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik 
mura>bah}ah  bersyarat di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi 
Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan Kecamatan Solokuro 
Lamongan. 
G. Kegunaan Hasil Penelitian  
Kegunaan hasil penelitian ini adalah : 
Secara Teoritis : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan, pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusun hipotesis 
selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum islam sebagai wacana guna 
mengetahui konsep mura>bah}ah dalam hukum islam. 
Secara Praktis : Dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak 
terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum 
Islam dan pelaksanaan supaya selaras dengan syari’ah yang berkenaan 
dengan masalah praktik mura>bah}ah di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada 
Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan. 
 
H. Definisi Operasional 
Hukum Islam               :           Peraturan dan ketentuan yang bersumber 
dari al-Qur’an, Hadits dan pendapat para 
ulama’ tentang mura>bah}ah dalam bentuk 
Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000. 



































Mura>bah}ah Bersyarat   : Jual-beli antara pihak Koperasi dengan 
nasabah untuk menjualbelikan barang 
jaminan, sebagaimana pada akad mura>bah}ah 
pertama nasabah menjadi penjual dan 
Koperasi menjadi pembeli dan pada akad 
mura>bah}ah yang kedua pihak Koperasi 
menjadi Penjual dan nasabah menjadi 
pembeli. 
 
I. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian 
kualitatif ialah metode penelitian yang meletakan peneliti sebagai 
instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, 
analisis data bersifat deduktif, dan lebih menekankan pada makna dari 
pada generalisasi. Sedangkan pendekatan penelitian ini, ialah bersifat 
deskriptif-analisis. Penulis akan mendeskripsikan data yang diperoleh dari 
subjek penelitian secara apa adanya, serta penulis memberikan 
interprestasi dan analisis terhadap data yang diperoleh.  
Di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha 
Kencana Makmur Sugihan, Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
meliputi data-data antara lain:  



































a. Data tentang profil Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi 
Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan. 
b. Data tentang praktik pembiayaan mura>bah}ah di Unit Jasa 
Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur 
Sugihan. 
c. Data yang berkaitan dengan nasabah seperti: Alasan nasabah 
melakukan akad mura>bah}ah. 
2. Sumber Data 
Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data 
sebagai berikut: 
a. Data Primer  
Data primer merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh secara langsung dari sumber data data asli (tidak melalui 
media perantara).
15
 Data primer secara khusus dikumpulkan oleh 
peneliti untuk menjawab pertanyaan. Data primer dapat berupa 
opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Dalam hal 
ini sumber primer penelitian yang dimaksud adalah pihak Manager 
dan pegawai seperti Kasir, Account Officer, serta Nasabah di Unit 
Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana 
Makmur Sugihan kecamatan Solokuro Lamongan. 
 
                                                             
15
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cetakan VIII (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91. 



































b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui perantara. data yang 
diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian 
dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau 
dari laporan-laporan peneliti terdahulu.
16
 Pada umumnya, data 
sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian 
sumber data pendukung yang dijadikan acuan penulisan penelitian 
ini meliputi: 
1. Surat Perjanjian Pembiayaan  
2. Surat Pengajuan Pembiayaan 
3. Buku Angsuran Pembiayaan 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Observasi yaitu suatu keterampilan harian lain secara 
metodologis disistematisir dan diterapkan dalam penelitian kualitatif. 
Observasi pada penelitian ini merupakan jenis observasi tidak terlibat 
yakni seberapa jauh pengamat menjadi bagian yang aktif praktik 
mura>bah}ah bersyarat di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi 
Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan. 
 
                                                             
16Masruhan, Metodelogi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93. 



































b. Interview (Wawancara) 
Interview (Wawancara) adalah suatu percakapan tanya jawab 
lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan 
diarahkan pada masalah tertentu. Pada penelitian ini, penulis melakukan 
tanya jawab dengan beberapa pihak yaitu: Manager, kasir, account 
officer dan 5 nasabah Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba 
Usaha Kencana Makmur Sugihan. untuk mendapatkan informasi tentang 
praktik mura>bah}ah. 
c. Dokumentasi 
Yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa 
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen agenda dan 
sebagainya. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan 
surat perjanjian pembiayaan, dan buku angsuran pembiayaan  yang 
terdapat di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha 
Kencana Makmur Sugihan yang berhubungan dengan penelitian ini.  
4. Teknik Pengolahan Data 
Data yang sudah terkumpul diolah dengan tahap-tahap sebagai 
berikut: 
a. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan. Dengan kata lain, editing adalah pemeriksaan 
kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, 
kejelasan makna dan relevansi data dengan penelitian.
17
 
                                                             
17Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, 253 



































b. Organizing adalah penyusunan kembali semua data yang diperoleh 
dalam penelitian untuk melengkapi kerangka paparan yang sudah 
direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.  
c. Penemuan hasil adalah proses akhir setelah penulis menganalisis 
semua data untuk memperoleh kesimpulan atau kebenaran fakta 
yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. 
 
5. Analisis Data 
Setelah mengumpulkan data, penulis menganalisisnya dengan 
metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 
memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi 
sosial,
18
 yaitu dengan memaparkan, menjelaskan dan menguraikan 
data tentang praktek mura>bah}ah bersyarat di Unit Jasa Keuangan 
Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan. 
selanjutnya data tersebut dianalisis dari segi kesesuaiannya dengan 
hukum Islam dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan 
norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta 
khusus mengenai praktik pembiayaan tersebut, agar diketahui sesuai 




                                                             
18S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 24. 



































J. Sistematika Pembahasan  
Dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang 
masing-masing bab terdapat sub bab, rangkaian bab ini disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 
Bab pertama, Terdiri dari pendahuluan yang berisi tentang : Latar 
belakang masalah, Identifikasi dan Batasan masalah, Rumusan masalah, 
Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi 
operasional, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan. 
Bab kedua, Hukum Islam tentang jual beli Mura>bah}ah} dan Fatwa 
DSN tentang Mura>bah}ah}. Uraian pada bab ini merupakan pijakan dalam 
analis yang akan dilakukan pada bab ke empat, dalam bab ini dikemukakan 
uraian tentang pengertian Mura>bah}ah, dasar hukum Mura>bah}ah, rukun dan 
syarat Mura>bah}ah, ciri-ciri Mura>bah}ah, Berakhirnya Mura>bah}ah, Jaminan 
yang menjadi Obyek Mura>bah}ah, dan juga dikemukakan uraian Pengertian 
Mura>bah}ah menurut Fatwa DSN Nomor 04/DSN- MUI/ 2000 tentang 
Mura>bah}ah,  Macam-macam mura>bah}ah, Fitur dan persyaratan mura>bah}ah, 
Penggunaan pembiayaan mura>bah}ah di perbankan syariah, Beberapa 
ketentuan umum dalam mura>bah}ah, Alur Pembiayaan Mura>bah}ah, Fatwa 
Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/ 2000 tentang Mura>bah}ah. 
Bab ketiga, berisi tentang praktik mura>bah}ah di Unit Jasa Keuangan 
Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan yang terdiri 
dari dua sub bab pertama, memuat Profil Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada 
Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan dan kedua, Praktik 



































Mura>bah}ah di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha 
Kencana Makmur Sugihan. 
Bab keempat, berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian 
lapangan yang terdiri dari dua sub bab Pertama, Analisis praktik Mura>bah}ah 
bersyarat di UJKS KSU Kencana Makmur. Kedua, analisis Hukum Islam 
terhadap praktik Mura>bah}ah bersyarat di UJKS KSU Kencana Makmur. 
Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan-
kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi 
dengan saran-saran, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkap dengan 
daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu. 


































TINJAUAN TENTANG MURA<BAH}AH 
A. Mura>bah}ah dalam Fiqih Muamalah 
1. Pengertian Mura>bah}ah 
Kata al-mura>bah}ah diambil dari bahasa Arab dari kata al-ribh}u 
( ُ  ْرِّلا ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau mura>bah}ah 
juga berarti al-Irba>h karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi 
memberikan keuntungan kepada yang lainya. 
1
Sedangkan jual beli secara 
istilah berarti saling mengambil laba. Maksudnya:  
مْوُلْعَم  ُ ِْر ِةَدَاِيز َعَم لَّوَلأ  ِنَمَّثا  ِلِْثبِ ُعْي َ  




Menurut para ahli hukum Islam mendefinisikan mura>bah}ah 
sebagai berikut: 
1) ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri mendifinisikan mura>bah}ah sebagai 
menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan 
syarat-syarat tertentu. 
                                                             
1 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah) ,(Surabaya: Cahaya Intan XII, 
2014), 175. 
2 Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Isla>mi wa Ad}illatuh,1997),  Jilid 5, Beirut: Da>r al-Fikr 3765. 



































2) Menurut Wahbah az-Zuhaily adalah jual-beli dengan harga 
pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan. 
3) Ibn Rusyd (filosof dan ahli hukum Maliki) mendifinisikanya 
sebagai jual-beli dimana penjual menjelaskan kepada pembeli 
harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin 
keuntungan kepada pembeli. 
4) Ibn Qudamah (ahli hukum Hambali) mengatakan bahwa arti jual-




Sebagaimana dikutip dari buku karangan Syafi’i Antonio 
mendefinisikan Mura>bah}ah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati.
4
 Dalam Mura>bah}ah ini, penjual 
harus memberi tahu harga pokok pembelian dan menentukan tingkat 
keuntungan sebagai tambahannya. Tingkat keuntungan dari akad 
Mura>bah}ah ini dapat diperoleh dari persentase tertentu dari biaya 
perolehan.
5
 Dalam akad Mura>bah}ah, lembaga keuangan syariah berindak 
sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari 




                                                             
3 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam ..., 175-176. 
4 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
102. 
5 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 82. 
6 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 30. 



































Dalam pandangan Islam Mura>bah}ah merupakan suatu jenis jual 
beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi 
muamalah tija>riyah (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalil dari Al-
Qur’an maupun Al-hadits. Karenanya transaksi Mura>bah}ah diperbolehkan 
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Mura>bah}ah. 
Dari definisi-definisi diatas dijelaskan bahwasannya Mura>bahah 
merupakan salah satu contoh dari jual beli yang benar (s}ahih). Mura>bahah 
termasuk akad jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, 
karena jual beli itu merupakan bagian dari ta’a>wun (saling menolong), 
bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), 
sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang 
membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang 
mulia dan orang yang melakukannya mendapat keridhaan Allah SWT. 
Dalam Hadits Bahkan Rasulullah SAW menegaskan:
7
 
 ُلِااَّلا   ُوو َُّلا   ِآ  َ َ شُّلا َو َ ْ ِْي رِّ رِّلا َو َ ْرِّ ي َِّلا  َعَم ُ ِْمَلأ  (ىذمترا  ه ور)  
Artinya: Penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan   
bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. (HR. 
Tirmidzi)  
 
Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan 
benar. 
 
                                                             
7 Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Isla>mi wa Ad}illatuh..., 3767. 



































2. Dasar Hukum Mura>bah}ah 
Sebenarnya al-Qur’an dan Hadis Nabi tidak pernah secara 
langsung membicarakan tentang mura>bah}ah, tetapi yang dibicarakan 
secara langsung adalah jual-beli, laba, rugi dan perdagangan. Oleh karena 
itu, landasan syariah yang digunakan dalam mura>bah}ah adalah landasan 
prinsip jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkam. 
Landasan syariahnya yaitu: 
1) Al-Qur’an  
QS. Al-baqarah ayat 275: 
 َّلَح
َ
أَو  َّٱ   َ لۡبَ َ
لۡبَ
ٱ  َمَّرََحو   
اْۚ وٰ  َ رِّرٱ   
Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. (QS. Al-baqarah:275)8 
Surah Al-baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan 
riba mereka yang mengambil riba tidak akan tentram jiwanya dan 
diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. Selanjutnya ayat ini 
membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah 
menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Sebagian besar jual beli 
yang dilarang karena didalamnya terdapat sifat riba. Riba ada dua macam 
yaitu riba nasi‘ah dan riba fad}l. Riba nasi’ah adalah pembayaran lebih 
yang disyariatkan oleh orang yang meminjamkan, dan riba fad}l adalah 
                                                             
8 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya...., 86. 







































QS. Al-nisaa’ ayat 29: 
اَه ُّي
َ
أََٰٓي  َي  
َّ
ٱ        َلۡبَ َ     




 وٓ    
لۡبَ




    َا  َ   ل  وٰ َ




  إ 




 وٓ    ت لۡبَقَت 
َ
 َو  لۡبَ     رِّا ٖض ََر  َ َّٱ  اٗم  َحر لۡبَ      َنَكَ ٢٩  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-nisaa’:29)10 
Bersandar pada ayat ini, Imam Syafii berpendapat bahwa jual beli 
tidak sah menurut syariat melainkan jika ada disertai dengan kata-kata 
yang menandakan persetujuan, sedangkan menurut Imam Malik, Abu 
Hanifah, dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terima 
barang yang bersangkutan karena perbuatan yang demikian itu sudah 
dapat menunjukkan atau menandakan persetujuan dan suka sama suka.
11
 
Berdasarkan ayat diatas segala transaksi harus didasarkan pada 
kesukarelaan atau kerid}aan diantara pihak yang bertransaksi. Apabila 
dalam transaksi ini tidak terpenuhi, maka sama artinya memakan harta 
dengan cara yang salah.
12
  
                                                             
9 M. Quraish Shihab, Tafsir al Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian alquran, (Tanggerang: 
Lentera Hati, 2007), 539. 
10 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya....,122 
11
 H.Salim Bahreisy, et al., Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsi>r, (Surabaya: Bina Ilmu, 
1990),361-362 
12 Burhanudin S., Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 93. 



































Ulama berbeda pendapat mengenai sampai dimana batas 
‚kerid}aan‛ itu. Satu golongan berkata, sempurnanya berlaku kerid}aan 
pada kedua belah pihak adalah sesudah mereka berpisah setelah dilakukan 
akad. Menurut Syaukani dalam Abdul Halim Hasan Binjai, yang dihitung 
jual beli itu adalah adanya rid}a hati, dengan senang, tapi tidak harus 
dengan ucapan, bahkan jika perbuatan dan gerak-gerik sudah 
menunjukkan yang demikian, maka itu sudah cukup dan memadai. 




QS. Al-baqarah ayat 198: 





   غَتلۡبََب  ن
َ
أ ٌحا َ  ج لۡبَ   لۡبَ َ َع  
Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. Al-baqarah:198)14 
 
Berdasarkan ayat diatas, maka mura>bah}ah merupakan upaya 
mencari rezeki melalui jual beli. Mura>bah}ah menurut Azzuhaili15 adalah 
jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang 
bertransaksi. 
2) Hadits 
Disebutkan Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 




                                                             
13 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), 259. 
14 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya...., 59 
15 Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Isla>mi ..., 3766. 
16
 Muhammad Nin Yazid al Qazwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu majah, Juz 1, ( Beiru>t: Da>r al 
Kutub,1994), 2185, 737. 



































 ِْيرُْذْلْ   ٍْيِعَس ْبِ َ ْنَع َ َّلَسَو  ِْيَلَع  ّلا   َّل َ َّ َِّلا  ََّن   َلا َ : ٍض َل َت ْنَع ُعْي َ ْا  َا َّنَّ ِ( ُن ْ  ُه َوَر
 َااَم)  
 
Artinya: Dari Abi Sa’id al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda : 
Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama 
suka (rela sama rela). (HR. Ibnu Majah). 
 
Hadis riwayat Ibnu Majah : 
 
 َلا َ  ََّلَسَو  ِْيَلَع  ّلا   َّل َ َّ َِّلا  ََّن  : ُ ََل َ ْا  َّن ِْي ِ ثٌث َ َ: ُعْي َ ْا   ٍلَا َ  َ ِ  , َُةلَاا َُمْا َو , ُطْلَخَو
 ِعْي َ ِْلَا   ِْي َ ِْلا ِ ِْع َّلاِا  رِّل ُ ْا  .( َااَم ُن ْ  ُه َوَر)  
Artinya: Bahwa Rasulullah bersabda: tiga hal yang di dalamnya terhadap 
keberkahan yaitu; jual beli dengan pembayaran secara tangguh, 
muqa>rad{ah (nama lain dari mudha>ra>bah) dan mencampur gandum 
dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual 
(H.R. Ibnu Majah) 
 
Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan 
menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan terlebih pada jual beli yang 
dilakukan secara tempo ataupun akad mura>bah{ah sebagaimana 
disabdakan Rasulullah Saw. dalam hadis tersebut. 
3) Ijma’ 
Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli,karena 
manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang 
dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah 
salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian 
maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan 
transaksi jual beli ini sudah di praktikkan di berbagai kurun dan tempat 







































4) Kaidah fiqih 
ا َِْيْلَْتَ  َلَع ثٌلْيِلاَد شُّلَُذي َْن  َّ ِإ  َُحَا ِلأ  ِت ََماَعُمْا  ِفِ ُل ْلآ  
Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkanya.
18 
 
5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia: 
a. Nomor 04/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 1 April 2000 tentang 
Mura>bah}ah. 
b. Nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang 
Uang muka dalam Mura>bah}ah. 
c. Nomor 16/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang 
Diskon  dalam Mura>bah}ah. 
d. Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang 
Sanksi atas nama Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. 
e. Nomor 23/DSN/MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang 
Potongan pelunasan dalam Mura>bah}ah. 
3. Rukun dan Syarat Mura>bah}ah 
1) Rukun Mura>bah}ah 
Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan 
syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli 
                                                             
17
 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam ...,180. 
18 Ibid., 



































secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan 
qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling 
memberi yang menempati kedudukan ijab dan qobul itu. Sedangkan 
menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, 
pembeli, sighat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. 
Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain:
19
 
a. Penjual  
Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas 
atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah. 
Dalam praktiknya penjual adalah pihak bank atau Lembaga Keuangan 
Syariah yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah 
pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. 
Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau Lembaga Keuangan 
Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau 
Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri.Walaupun terkadang bank atau 
Lembaga Keuangan Syariah menggunakan media akad wakalah dalam 
pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang mebeli barang yang 
diinginkan atas nama bank.
20
 
b. Pembeli  
Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk 
digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual. 
                                                             
19 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan 
Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), (Yogyakarta : UII Press, 2009),58. 
20 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbaknan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BUMI dan 
Takaful), (Jakarta : PT Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1996), 93. 



































Atau nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank 
atau Lembaga Keuangan Syariah. 
c. Objek jual beli  
Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu 
unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas 
transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain. Yang sering 
dilakukan dalam permohonan pembiayaan mura>bah}ah oleh sebagian besar 
nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk 




d. Ijab qobul 
Dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah 
dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad 
yang dilakukannya juga memilki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. 
Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan 
nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah 
dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau Lembaga 
Keuangan Syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan 
jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), 
kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan 
mura>bah}ah. 
 
                                                             
21 Karnaen A. Perwata Atmadja dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, 
(Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1992), 25. 



































2) Syarat Mura>bah}ah 
Selain ada rukun dalam pembiayaan mura>bah}ah, juga terdapat 
syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan 
sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT 




a. Pihak yang berakad (penjual/pembeli), harus: 
(a) Baligh dan berakal. 
(b) Suka rela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada 
dibawah tekanan atau ancaman. 
(c) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya 
seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 
sebagai penjual sekaligus pembeli. 
b. Obyek yang diperjualbelikan harus: 
(a) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang. 
(b) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat. 
(c) Penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembeli 
dapat dilakukan. 
(d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. 
(e) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang 
diterima pembeli. 
 
                                                             
22 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam ..., 181. 



































c. Akad / Sighat 
(a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa 
berakad. 
(b) Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam 
spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. 
(c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan 
keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. 
Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa dalam jual beli 
mura>bah}ah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu:23 
a) Mengetahui harga pokok 
Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh 
pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu 
syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip mura>bah}ah. 
Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan 
mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini. Bila 
harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli 
menjadi fasid (tidak sah). Pada perbankan syariah, bank dapat 
menunjukkan bukti pembelian objek jula beli mura>bah{ah 
kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut 
nasabah mengetahui harga pokok Bank. 
 
 
                                                             
23 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Ad}illatuh, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 705. 



































b) Mengetahui Keuntungan  
Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia 
merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktik 
perbankan syariah sering disebut dengan margin mura>bah}ah 
dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan 
nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, 
terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank. 
c) Harga pokok dapat dihitung dan diukur 
Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, 
timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat 
mura>bah}ah. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun 
dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan 
diketahui. 
d) Jual beli mura>bah}ah tidak bercampur dengan transaksi yang 
mengandung riba. 
e) Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah 
maka jual beli mura>bah}ah tidak boleh dilaksanakan. Karena 
mura>bah}ah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah 
keuntungan. Kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli 







































4. Ciri-ciri Mura>bah}ah 




1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait 
dan tentang harga asli barang, batas laba mark-up harus 
ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga beserta biaya 
biayanya. 
2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan 
uang. 
3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual 
dan penjual harus harus mampu menyerahkan barang tersebut 
Kepada pembeli. 
4) Pembayarannya ditangguhkan, mura>bah}ah digunakan dalam setiap 
pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk 
dijual. 
5. Berakhirnya mura>bah{ah 
Para ulama fikih menyatakan bahwa akad mura>bah{ah akan 
berakhir apabila terjadi hal- hal berikut ini:
25
 
a. Pembatalan akad, jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli, maka 
uang muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan. 
                                                             
24 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis, terj. Arif Maftuhin, ( Jakarta: Paramadina, 2004), 119 
25 Ibid., 120 



































b. Terjadinya aib pada objek barang yang akan dijual yang 
kejadiannya ditangan penjual. 
c. Objek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang 
dicuri orang. 
d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad mura>bah{ah telah 
berakhir. Baik cara pembayarannya secara sekaligus ataupun 
secara angsuran. 
e. Menurut jumhur ulama akad mura>bah{ah tidak berakhir (batal) 
apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia dan 
pembayaran belum lunas, maka hutangnya harus dibayar oleh ahli 
warisnya. 
6. Jaminan Sebagai Obyek Mura>bah}ah 
Dalam Mura>bah}ah Bank boleh meminta jaminan, adanya jaminan 
bertujuan untuk melihat kesungguhan nasabah dalam mengajukan 
pembiayaan selain itu jaminan juga digunakan sebagai antisipasi 
apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisal kredit macet. 
Bukan sebagai obyek jual beli. Karena menjadikan barang yang dibeli 
sebagai jaminan tidak boleh secara syar’i. 
Mengenai hukum barang jaminan sebagai obyek jual beli 
secara tangguh Ada 2 pendapat ulama’. Pertama, syarat ini hukumnya 
terlarang obyek transaksi berupa barang jaminan, bertentangan dengan 
konsekuensi akad. Karena tidak terjadi pemindahan kepemilikan 
dengan sempurna penjual masih menahan barang itu sebagai barang 



































jaminan. Berikut pendapat para ulama’ yang melarang jual beli 
dengan obyek barang jaminan tersebut: 
a. Menurut Imam Syafi’i, seperti dikutip Imam Ibnu Qudamah, 
menyatakan jika dua orang berjual beli dengan syarat menjadikan 
barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, jual belinya 
tidak sah. Sebab jika barang yang dibeli dijadikan jaminan, berarti 
barang itu belum menjadi milik pembeli.
26
 
b. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami menyatakan, Tidak boleh 
jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli.
27
 
c. Menurut Imam Ibnu Hazm menyatakan, Tidak boleh menjual 
suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan 




Kedua, pendapat yang membolehkan Barang jaminan menjadi 
obyek transaksi jual-beli. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, 
Malik, salah satu pendapat as-syafi’i, dan pendapat yang shahih dari 
ahmad. seperti yang dijelaskan: 
a. Imam Ibnu Qudamah, Menurut Imam Ahmad, jaminan berupa 
barang yang dibeli sah.
29
 
                                                             
26
 Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 4 (Da>r Al-Kutub,1997), 285 
27
Imam Ibnu Hajar Al- Haitami, Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, Jilid 2, (Mesir: Abdul Hamid Al-
Hanafi),287 
28 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Jilid 3, (Pustaka Azzam),427 
29
Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, Jilid 2,(Beirut: Da>r Al-
Kutub),166 



































b. Pendapat yang diadopsi Majma’ Al-Fiqh Al-Islami 
bahwa,‛Penjual tidak berhak mempertahankan kepemilikan barang 
di tangannya, tapi penjual boleh mensyaratkan pembeli untuk 
menjaminkan barang yang dibeli guna menjamin hak penjual 
memperoleh pembayaran angsuran yang tertunda.‛30 
 
B. Mura>bah}ah dalam Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan  Syariah  Nasional 
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 
1. Pengertian Mura>bah}ah 
Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah 
Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mura>bah}ah adalah 
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli 
dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 




1) Menurut Fatwa DSN MUI, mura>bah}ah adalah menjual suatu 
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 
(Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000). 
                                                             
30Wahbah Az-Zuhaili, Al-Mausu’ah Al-Fiqh Al-Isla>mi Wa Al-Qodhoya Al-Fiqhiyah Al-
Mu’ashiroh,Volume 6, Cet.1,(Beirut: Darul Al-Fikr,2012),453 
31 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, Cet.1, (Jakarta:Rosda,2015),14-15. 



































2) Menurut PBI Peraturan BI No.7/46/PBI/2005, mura>bah}ah adalah 
jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah margin 
keuntungan yang disepakati. (Pasal 1 Definisi, ayat 7) 
3) Sementara itu Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
mura>bah}ah ialah Pembiayaan saling menguntungkan yang 
dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan 
melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga 
pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang 
merupakan keuntungan atau laba bagi shāhib al-māl dan 
pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. (Pasal 20 
angka 6, Buku II). 
4) Menurut PAPSI 2013, mura>bah}ah adalah akad jual beli barang 
dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan 
yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban 
perolehan tsb kepada pembeli. 
5) Dalam perspektif perbankan syariah, mura>bah}ah diartikan dengan 
suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan 
nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian 
bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah 
dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank 
(harga beli ditambah margin keuntungan) pada waktu yang 
ditetapkan. Dengan kata lain, mura>bah}ah adalah perjanjian jual 
beli antara bank dengan nasabah, dimana bank membeli barang 



































yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah 
yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan 
margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan 
nasabah. 
Mura>bah}ah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip 
akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di 
semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong 
antara sesama umat manusia yang diridai oleh Allah Swt.
32
 
2. Macam-macam Muraba>h}ah 
Mura>bah}ah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:33 
a. Muraba>h}ah tanpa pesanan 
Yaitu jual beli mura>bah}ah yang tidak melibatkan pesanan, 
sehingga penyediaan objek mura>bah}ah merupakan inisiatif dari bank 
syariah atau lembaga lainnya tanpa harus melalui proses pemesanan 
terlebih dahulu. 
b. Muraba>h}ah berdasarkan pesanan (KPP/Kepada Pemesan Pembelian) 
Yaitu jual beli mura>bah}ah dengan kesepakatan bahwa nasabah 
meminta kepada pihak bank untuk membeli objek mura>bah}ah yang 
telah dipesan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak. 
Dalam mura>bah{ah melalui pesanan ini, si penjual boleh 
meminta uang muka kepada nasabah, hal ini bertujuan untuk 
                                                             
32 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ..., 102. 
33 Wiroso, Jual Beli Mura>bah}ah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 25. 



































menunjukkan keseriusan nasabah terhadap objek mura>bah}ah yang 
telah dia pesan. Dengan begitu apabila nasabah membatalkan 
pesanannya maka uang muka tersebut dapat digunakan untuk 
mengganti kerugian penjual.bila jumlah uang muka lebih kecil 
dibandingkan dengan jumlah kerugian yang harus ditanggung penjual, 
penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya jika berlebih, 
pembeli berhak atas kelebihan tersebut.
34
\ 
3. Fitur dan Persyaratan Mura>bah}ah  
1) Mura>bah}ah harus didasarkan pada penjualan dan tidak digunakan 
untuk tujuan pendanaan. Tipe transaksi ini tidak dapat dipakai dalam 
kasus dimana klien ingin mendapatkan dana untuk tujuan selain 
pembelian produk, seperti modal kerja, pembayaran upah dan honor 
atau penyelsaian masalah pembayaran. Untuk menjadikan kontrak 
tersebut transaksi penjualan yan sah, syariah mengharuskan itrem 
yang dijual benar-benar dibeli oleh penyandang dana yang mengambil 
kepemilikan dan penguasaannya.  
2) Jika terjadi default oleh pengguna akhir, penyandang dana hanya 
dapat menuntut pembayaran atau item yang didanai dan tidak boleh 
ada tambahan pembebanan mark-up atau denda lebih jauh.  
3) Penyandang dana diizinkan meminta jaminan keamanan untuk 
melindungi diri sendiri dari kondisi gagl bayar di masa mendatang.  
                                                             
34 Adiwaarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Rajagrafindo 
Persada,2004),115. 



































4) Tingkat yang dibebankan oleh penyandang dana dipengaruhi oleh tipe 
produk yang didanai, tipe jaminan dan agunan, kelayakan kredit klien, 
dan perkiraan waktu pendanaan tersebut berlangsung.  
5) Fitur khas lainnya adalah klaim keuangan yang dihasilkan mirip 
dengan jaminan utang konvensional yang ditandai dengan 
pembayaran yang telah ditentukan di muka.  
Walaupun pendanaan mura>bah}ah diperkenankan oleh syariah 
Islam, ada semacam kesalahan konsepsi tentang instrument tersebut di 
kalangan mereka yang tidak memahami kontrak tersebut secara penuh. 
Kesalahpahaman tersebut bersumber dari pertanyaan antara mark-up dan 
bunga karena mura>bah}ah menghasilkan klaim financial seperti obligasi 
zero-coupon dengan tingkat suku bunga tetap. Dalam membedakan antara 
mura>bah}ah dengan pinjaman, dijelaskan bahwa dalam kasus mura>bah}ah 
tidak ada uang yang dipinjamkan. Yang ada hanyalah aset tertentu yang 
dibeli untuk klien demi menegaskan bahwa pendanaaan tersebut 
berhubungan dengan aset. Sebagai tambahan, dalam kasus meminjamkan 
uang, penyandang dana hanya terkena resiko kredit saja. Dalam kasus 
mura>bah}ah penyandang dana, pertama tama, bisa terkena harga ketika 
mendapatkan produk untuk klien dan sebelum klien memutuskan untuk 
membeli. Klien tetap memiliki opsi untuk menolak penyerahan produk. 
Jadi, dapat dikatakan bahwa melaksanakan pembelian dan penjualan 
produk, bank tersebut membuka dirinya sendiri terhadap beberapa resiko 



































sekaligus mengarah kepada perdagangan aset riil, karena itu, transaksi 
mura>bah}ah ini berbeda dari pinjaman biasa.35 
4. Penggunaan pembiayaan mura>bah}ah di perbankan syariah 
Mekanisme pembiayaan mura>bah}ah dapat digunakan untuk 
pengadaan barang, modal kerja, pembangunan rumah dan lain-lain. 
Berikut ini beberapa contoh aplikasi mekanisme pembiayaan mura>bah}ah 
dalam perbankan syariah: 
a. Pengadaan barang 
Transaksi ini dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual 
beli mura>bah}ah, seperti penggadaan sepeda motor, kulkas, kebutuhan 
barang untuk investasi untuk pabrik dan sejenisnya. Apabila seorang 
nasabah menginginkan untuk memiliki sebuah kulkas, ia dapat datang 
ke bank syariah dan kemudian mengajukan permohonan agar bank 
membelikannya. Setelah bank syariah meneliti keadaan nasabah dan 
menganggap bahwa ia layak untuk mendapatkan pembiayaan untuk 
pengadaan kulkas, bank kemudiaan membeli kulkas dan 
menyerahkannya kepada pemohon, yaitu nasabah. Harga kulkas 
tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- dan pihak bank ingin mendapatkan 
keuntungan sebesar RP. 800.000,-. Jika pembayaran angsuran selama 
dua tahun, maka nasabah dapat mencicil pembayarannya sebesar 
Rp.200.000,- per bulan. Selain memberikan keuntungan kepada bank 
syariah, nasabah juga dibebani dengan biaya administrasi yang 
                                                             
35
 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik, (Jakarta: 
Kencana, 2008), 114-115.   



































jumlahnya belum ada ketentuannya. Dalam praktiknya biaya ini 
menjadi pendapatan fee base income bank syariah. Biaya-biaya lain 
yang diharus ditanggung oleh nasabah adalah biaya asuransi, biaya 
notaris atau biaya kepada pihak ketiga.
36
 
b. Modal kerja (modal kerja barang) 
Penyediaan barang persediaan untuk modal kerja dapat 
dilakukan dengan prinsip jual beli mura>bah}ah. Akan tetapi, transaksi 
ini hanya berlaku sekali putus, bukan satu akad dengan pembelian 
barang berulang-ulang. Sebenarnya, penyediaan modal kerja berupa 
uang tidak terlalu tepat menggunakan prinsip jual beli mura>bah}ah. 
Transaksi pembiayaan modal kerja dalam bentuk barang atau uang 
lebih tepat menggunakan prinsip mud}a>rabah (bagi hasil) atau 
musha>rakah (penyertaan modal). Karena, jika pembiayaan modal kerja 
dalam bentuk uang menggunakan mekanisme mura>bah}ah, maka 
transaksi ini sama dengan consumer finance (pembiayaan konsumen) 
dalam bank konvesional yang mengandung unsur bunga. Transaksi 
dalam consumer financemenggunakan pinjam meminjam uang dan 
dalam mura>bah}ah menggunakan transaksi jual beli.  
c. Renovasi rumah (pengadaan material renovasi rumah)  
Pengadaan material renovasi rumah dapat menggunakan 
mekanisme jual beli mura>bah}ah. Barang-barang yang diperjualbelikan 
adalah segala bentuk barang yang dibutuhkan untuk renovasi rumah, 
                                                             
36 Wiroso, Jual Beli Mura>bah}ah ..., 137. 



































seperti bata merah, genteng, cat, kayu dan lainlain. Transaksi dalam 




5. Beberapa ketentuan umum dalam mura>bah}ah  
a. Jaminan  
Jaminan dimaksud untuk menjaga agar pemesan tidak main-
main dengan pesanannya. Dalam teknis operasionalnya, barang-
barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa 
diterima untuk pembayaran utang.
38
 
b. Utang dalam mura>bah}ah  
Secara prinsip, penyelesaian utang pemesan dalam transaksi 
mura>bah}ah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan 
pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsuran.  
c. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu  
Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis 
dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam mura>bah}ah ini. Bila 
pemesan menunda penyelesaian utangnya tersebut, pihak bank dapat 
mengambil tindakan diantaranya mengambil prosedur hukum untuk 
mendapatkan kembali itu dan mengklaim kerugian finansial yang 
terjadiakibat penundaan.  
                                                             
37 Ibid.,57. 
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 Abu Azam Al Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 
Press,2014),55 



































d. Bangkrut  
Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal 
menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara 
ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu. Kreditur harus 
menunda utangnyasampai ia menjadi sanggup kembali. 
e. Penetapan harga pada pembiayaan mura>bah}ah  
Penetapan harga pada pembiayaan mura>bah}ah merupakan 
kesepakatan harga yang disepakati antara pihak bank dan nasabah 
yang diambil dari harga pokok plus mark up. Sedangkan harga jual 
dalam mura>bah}ah merupakan harga pokok ditambah dengan 
keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akibat dari 
harga jual mura>bah}ah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh 
dalam timbulnya utang nasabah. Hal-hal lain yang terait dengan harga 
jual ini adalah pembayaran angsuran, potongan pelunasan sebelum 
jatuh tempo. Dalam melakukan jual beli mura>bah}ah, bank syariah 
harus memberitahukan secara jujur kepada pembeli (nasabah) harga 
pokok barang beserta biaya-biaya yang diperlukan.
39
 
6. Alur Transaksi Mura>bah}ah  
1) Dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, 
nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu 
pembayaran, dan besar angsuran perbulan.  
                                                             
39 Ibid., 57 



































2) Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah 
dalam membayar piutang mura>bah}ah. Apabila rencana pembelian 
barang tersebut disepakati, oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah 
akad mura>bah}ah. Isi akad mura>bah}ah setidaknya mencakup berbagai 
hal agar rukun mura>bah}ah dipenuhi dalam transksi jual beli yang 
dilakukan.  
3) Setelah akad disepakati pada mura>bah}ah dengan pesanan, bank 
selanjutnya melakukan pembelian kepada pemasok. Akan tetapi, pada 
mura>bah}ah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang 
kepada nasabah karena telah memilikinnya terlebih dahulu. Pembelian 
barang kepada pemasok dalam mura>bah}ah diwakilkan kepada nasabah 
atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh 
pemasok kepada bank.  
4) Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh 
pemasok kepada nasabah membeli.  
5) Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar 
kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan 
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 Rizal Yaya, et al, Akuntasi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: 
Selemba, 2014),162-163.   



































7. Fatwa DSN MUI  
Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Menetapkan : fatwa 
tentang mura>bah}ah41 
Pertama  : Ketentuan umum muraba>h}ah dalam bank syariah  
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad muraba>h}ah 
yang bebas riba. 
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh 
syariat Islam.  
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 
barang yang telah disepakati kualifikasinya.  
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas 
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan 
bebas riba.  
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 
secara hutang.  
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus 
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 
nasabah berikut biaya yang diperlukan.  
                                                             
41  Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Erlangga, 2011), 256.   



































g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki.  
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau 
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan 
perjanjian khusus dengan nasabah.  
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 
mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang, secara 
prinsip menjadi milik bank.  
Kedua   : Ketentuan mura>bah}ah kepada nasabah  
a. Nasabah mengajukan permohoan dan perjanjian 
pembelian suat barang atau aset kepada bank. 
b.  Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus 
membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara 
sah dengan pedagang.  
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada 
nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, 
karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat 
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak 
jual beli.  



































d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah 
untuk membayar uang muka saat menandatangani 
kesepakatan awal pemesanan.  
e.  Jika nasabah kemudian menolak membeli barang 
tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka 
tersebut.  
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 
kerugiannya kepada nasabah.  
g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai 
alternatif dari uang muka, maka:  
1)  Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang 
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.  
2)  Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi 
milik bank maksimal sebesar kerugian yang 
ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;  
h. dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib 
melunasi kekurangannya.  
Ketiga   : Jaminan dalam muraba>h}ah  
a. Jaminan dalam mura>bah}ah dibolehkan, agar nasabah 
serius dengan pesanannya.  
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan 
jaminan yang dapat dipegang.  



































Keempat  : Hutang dalam mura>bah}ah  
a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam 
transaksi mura>bah}ah tidak ada kaitannya dengan 
transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak 
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual 
kembali barang tersebut dengan keuntungan atau 
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan 
hutangnya kepada bank.  
b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa 
angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi 
seluruh angsurannya.  
c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, 
nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai 
kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat 
pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 
diperhitungkan.  
Kelima  : Penundaan pembayaran dalam mura>bah}ah  
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan 
menunda penyelesaian hutangnya.  
b.  Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan 
sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui 



































Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.  
Keenam  : Bangkrut dalam mura>bah}ah  
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 
menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan 











































PRAKTIK MURA<BAH{AH  DI UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH 
KOPERASI SERBA USAHA KENCANA MAKMUR SUGIHAN SOLOKURO 
LAMONGAN 
A. Gambaran Umum Tentang KSU Kencana Makmur Sugihan Lamongan 
1. Sejarah Singkat KSU Kencana Makmur 
 Koperasi Serba Usaha yang disingkat KSU ‚Kencana Makmur‛ 
berdiri sejak tahun 1991. Koperasi ini didirikan oleh para pemuda Desa 
Sugihan sebanyak 20 orang pemuda dari berbagai kalangan dan disiplin 
ilmu dengan prakarsa Saudara Drs. H. Kasdari. Koperasi ini awalnya 
berbadan hukum ikut KUD ‚TANI BAHARI‛ Paciran. Pada waktu itu 
Desa Suguhan masih ikut Kecamatan Paciran sebelum pisah sekarang 
menjadi Kecamatan Solokuro saat itu dijadikan sebagai unit otonomi. 
Adapun yang melatar belakangi berdirinya Koperasi Serba Usaha (KSU) ‚ 
Kencana Makmur‛ antara lain:1 
a. Merajalelanya rentenir dan lintah darat pada waktu itu. 
b. Sulitnya kaum petani khususnya di Desa Sugihan dan sekitarnya 
dalam memenuhi kebutuhan saprodi. 
c. Terjadinya kesenjangan di kalangan generasi muda, maka diperlukan 
organisasi yang netral dan kuat. 
                                                             
1
Dokumen Sejarah dan Profil Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Kencana 
Makmur Sugihan Solokuro Lamongan. 



































d. Banyaknya masyarakat yang merantau ke luar negeri sehingga 
sirkulasi keuangan yang masuk ke desa sangat besar, agar tidak sia-sia 
perlu adanya lembaga keuangan yang kuat. 
e. Masih sulitnya jangkauan dan akses perbankan pada waktu itu.  
f. Tersedianya sumber daya manusia yang memumpuni khususnya 
dikalangan generasi muda. 
2. Profil Singkat KSU Kencana Makmur Sugihan 
a. Nama Lembaga   : Koperasi Serba Usaha (KSU) ‚Kencana 
Makmur‛ 
b. Tanggal badan hukum  : 26 September 1996 
c. Alamat kantor pusat  : Jl. Merdeka No. 08 Desa Sugihan 
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan  
d. Alamat kantor cabang  : 
1) Kancab. Karanggeneng  : Jl. Raya Karanggeneng   
telp. (0322) 393822 
2) Kancab. Sukodadi   : Jl. Raya Pangsud Sukodadi   
telp. (0322) 7709043 
3) Kancab. Laren   : Jl. Raya Laren   
telp. (0322) 313821 
4) Kancab. Babat   : Jl. Raya Babat No.209  
telp. (0322) 459550 
5) Kancab. Kranji   : Jl. Raya Deandles Desa Kranji  
telp. (0322) 664404 



































6) Kancab. Brondong   : Depan SDN Jompong Brondong 
telp. (0322) 665143 
7) Kancab. Lamongan   : Ruko LTC Kapling A-28 
Lamongan  telp. (0322) 317313 
8) Kantor Kas Banyutengah  : Jl. Raya Deandles Banyutengah 
Panceng. 
3. VISI, MISI, Tujuan, dan Motto Koperasi 
a. VISI 
Membanguna kehidupan demokrasi ekonomi yang kuat dan mantap 
adalah mutlaks. 
b. MISI  
1) Menata kehidupan masyarakat dengan berbasis ekonomi 
kerakyatan. 
2) Mengembangkan ekonomi melalui koperasi demi untuk mencapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat. 
c. Tujuan  
Meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. 
d. Motto 







































4. Kelengkapan Organisasi 
a. Aturan tertulis organisasi : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga serta Aturan Khusus. 
b. Nomor badan hukum : 8498/BH/II/1996 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.577.138.7.601.000 
d. Jangkauan pelayanan : Wilayah Kabupaten Lamongan dan Sekitarnya. 
5. Struktur Organisasi 
Dalam KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan juga 
terdapat Struktur pengurus yang tersusun berdasarkan prosedur yang 
ditetapkan dalam rapat anggota. Struktur pengurus ini mencerminkan 
sistem manajemen yang berlaku di KSU Kencana Makmur Sugihan 
Solokuro Lamongan. Adapun Struktur Organisasi tersebut adalah sebagai 
berikut :  
a. Dewan Pengawas Syariah  
Ketua : Drs. H. Husnul Yaqin 
Anggota : H. Muh. Ilham, SH. 
b. Pengurus KSU Kencana Makmur 
Ketua : Drs. H. Kasdari  
Wakil Ketua: Drs. H. Ahmad Munif 
Sekretaris : Drs. H. Tamirun 
Bendahara : H. Ali Ghufron S. Pd 
Manager : Asykuri 
UJKS : Yuntafa’ul Ummah 



































Juru Buku : Ummatul ‘izzah 
Kasir : Mu’azaroh 
Bagan 3.1 
 










Sumber : Struktur Organisasi KSU Kencana Makmur Sugihan Tahun 2018 
 
6. Pembagian Tugas 
Adapaun pembagian tugas yang ditetapkan oleh KSU Kencana 
Makmur Sugihan Solokuro Lamonganadalah sebagai berikut :  
1) Pengurus : 
a) Bertanggung jawab terhadap roda kegiatan organisasi, baik 
kedalam maupun keluar. 
RAPAT ANGGOTA 
PENGURUS 
1. Drs. H. Kasdari 
2. Drs. H. Ahmad Munif 
3. Drs. H. Tamirun 
4. H. Ali Ghufron S. Pd 
5. H. Ahmad Rifa’i 
PENGAWAS 
1. Drs. H. Husnul 
Yaqin 
2. H. Muh. Ilham, SH. 
MANAGER UTAMA 
KASIR 



































b) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi dan 
management serta kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga. 
c) Mengadakan rapat rutin bulanan terhadap pengurus, pengawas, 
dan karyawan. Memimpin kegiatan rapat-rapat serta 
mengamankan hasil-hasilnya. 
d) Mengambil inisiatif serta memanfaatkan peluang untuk 
memajukan KSU Kencana Makmur.  
e) Menandatangani surat-surat resmi, baik kedalam maupun keluar. 
f) Mengambil kebijakan organisasi, guna penyelamatan KSU 
Kencana Makmur. 
g) Mengatasnamakan semua aset-aset KSU Kencana Makmur yang 
memerlukan legalitas hukum serta menandatanganinya sesuai 
aturan yang berlaku. 
h) Membuat kontrak kerja Manager, SK karyawan, serta surat-surat 
tugas lainya untuk kepentingan KSU Kencana Makmur. 
i) Mengetahui dan mengontrol setiap saat piutang anggota calon 
anggota maupun simpanan anggota atau calon anggota KSU 
Kencana Makmur. 
j) Meminta laporan setiap bulan dari manager utama, manager UJKS 
Syari’ah maumpun unit-unit lainnya untuk dievaluasi dan bila 
perlu diambil kebijakan-kebjakan. 



































k) Memberikan laporan kegiatan organisasi dan usaha kepada pihak-
pihak yang terkait dengan kepentingan KSU Kencana Makmur. 
l) Menyetujui, mengarahkan, dan mempertanggung jawabkan secara 
langsung pembiayaan syari’ah. 
m) Mengetahui semua kredit yang dicairkan setiap saat. 
n) Mengevaluasi, memberikan apresiasi, memberikan pembinaan 
serta memberikan sanksi terhadap sumber daya manusia yang ada 
di KSU Kencana Makmur. 
o) Melaksanakan fungsi-fungsi organisasi dan management. 
2) Pengawas : 
Tugas pengawas secara umum telas jelas tertuang pada anggaran 
dasar KSU Kencana Makmur pada bab XII pasal 36 ayat 1 sampai 
dengan ayat 5. Namun disini secara umum bisa disimpulkan bahwa 
tugas pengawas adalah : 
a) Memberikan pengawasan terhadap jalanya organisasi dan kegiatan 
usaha di KSU Kencana Makmur. 
b) Bersama-sama pengurus merencanakan program-program. 
c) Memberikan masukan kepada pengururs dalam mengambil 
kebijakan-kebijakan. 
d) Mengontrol kinerja semua komponen organisasi. 
e) Menyusun laporan berkala tri bulanan. 
Selanjutnya secara teknik kegiatan pengawas agar dituangkan job 
sendiri oleh pengawas. 



































3) Kasir : 
a) Bertanggung jawab terhadap keuangan KSU Kencana Makmur. 
b) Menyimpan di tempat yang aman saldo kas setiap hari di akhir 
transaksi. 
c) Membuat berita acara khas harian yang ditandatangani oleh 
pengurus. 
d) Menerima uang untuk transaksi induk disertai dokumen. 
e) Mengeluarkan uang untuk transaksi induk disertai dokumen. 
f) Mencatat kedalam buku kas setiap penerimaan dan pengeluaran 
uang atas dasar dokumen. 
g) Membuat perhitungan terhadap pendapatan-pendapatan dan 
biaya-biaya induk setiap bulan. 
h) Memberikan laporan kepada pengurus secara berkala setiap bulan 
dan sewaktu-waktu bila diperlukan. 
4) Manager Utama : 
a) Bertanggung jawab atas semua kegiatan tiap-tipa unit usaha. 
b) Mencari peluang bisnis baru yang layak dan menguntungkan KSU 
Kencana Makmur. 
c) Mencari terobosan usaha, terobosan modal, dan terobosan mitra 
kerja. 
d) Menyusun laporan dari tiap-tiap unit usaha untuk disampaikan 
kepada pengurus tiap bulan. 
e) Memberikan pembinaan-pembinaan kepada karyawan. 



































f) Memberikan evaluasi dan perincian kepada kinerja semua 
karyawan untuk disampaikan kepada pengurus setiap saat. 
g) Melaporkan kegiatan usaha setiap bulan kepada pengurus. 
7. Unit-unit Usaha 
Dalam rangka melayani kebutuhan para anggotanya, KSU 
Kencana Makmur mengembangkan berbagai produk usaha antara lain : 
a. UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) 
b. Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI) 
c. Mini Market 
d. Agrobis  
e. Unit Perternakan 
f. Jasa Pengurus STNK 
g. Jasa Pembayaran Rekening Listrik, Telkom, Pulsa 
h. Unit Produksi AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) 
i. Lapangan Futsal 
8. Produk UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan 
Pada Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Kencana 
Makmur mempunyai produk tersendiri, Secara klasifikasi terdapat tiga 
jenis produk pada UJKS KSU Kencana Makmur yaitu:  
a. SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar)  
a) Setoran awal minimal 10.000,- dan selanjutnya minimal 5.000,-  



































b) Dengan akad wadiah yadhammanah memberikan rasa aman dan 
mendapat keuntungan yang menarik setiap bulan.  
c)  Penarikan simpanan yang cepat, kapanpun membutuhkan kami 
siap melayani.  
d) Tidak ada biaya administrasi tiap bulan.  
b. SI HAJI  
a) Wujudkan niat suci anda ke baitullah dengan mulai menyimpan 
minimal 1 gram emas. 
b) Jangka waktu dan setoran tergantung keinginan penyimpan. 
c) Nasabah bisa merencana sendiri, misalnya dengan menyimpan Rp 
125.000,- perbulan selama 10 tahun akan terkumpul simpanan haji 
Rp 32.000.000,-  
c. Pembiayaan 
Adapun untuk sektor pembiayaan (financing), Unit Jasa Keuangan 
Syari’ah Pada Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur mempunyai 
produk mura>bah}ah. 
B. Fakta Tentang Praktik Mura>bah}ah di UJKS KSU Kencana Makmur 
Fakta tentang praktik mura>bah}ah di Unit Jasa Keuangan Syari’ah 
pada Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur tersebut disajikan dengan 
menjelaskan latar belakang pembiayaan mura>bah}ah, mendeskripsikan 
pembiayaan mura>bah}ah dari proses pengajuan pembiayaan sampai 
berakhirnya pembiayaan mura>bah}ah dan contoh praktik pembiayaan 
mura>bah}ah UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan. 



































UJKS KSU Kencana Makmur  menggunakan produk pembiayaan 
mura>bah}ah sebagai salah satu produk pembiayaanya, produk pembiayaan 
mura>bah}ah di UJKS KSU Kencana Makmur  ini biasanya digunakan 
untuk konsumtif dan modal kerja. 
Masyarakat sekitar UJKS KSU Kencana Makmur umumnya 
bermata pencahariaan sebagai petani, pedagang dan merantau ke luar 
negeri, terlebih Banyaknya masyarakat yang merantau ke luar negeri 
sehingga sirkulasi keuangan yang masuk ke desa sangat besar, maka 
masyarakat yang bermata pencaharian merantau ke luar negeri banyak 
yang menabung di KSU Kencana Makmur dan untuk yang bermata 
pencaharian sebagai petani dan pedagang banyak yang membutuhkan 
modal dan mengajukan pembiayaan.Selain masyarakat sekitar, 
masyarakat daerah lain pun ada juga yang mengajukan pembiayaan di 
KSU Kencana Makmur. 
Menurut Hasil Wawancara dari seorang nasabah.
2
Yang menjadi 
faktor masyarakat memilih pembiayaan mura>bah}ah adalah KSU hanya 
mempunyai akad pembiayaan satu saja yaitu mura>bah}ah jadi untuk 
pembiayaan pinjaman atau pembiayaan modal kerja menggunakan satu 
akad yang sama serta pembiayaan mura>bah}ah di KSU Kencana Makmur 
ini pencairanya sangat cepat dan juga sudah menjadi Koperasi Legenda di 
Kecamatan Solokuro, untuk mencoba Koperasi-koperasi lainya 
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M. Misbahuddin,Wawancara, Lamongan,18 Maret 2018. 



































masyarakat masih ragu karena sudah merasa percaya dengan KSU 
Kencana Makmur. 
KSU Kencana Makmur hanya menggunakan akad mura>bah}ah 
karena dalam pembiayaan KSU Kencana Makmur hanya mempunyai akad 
mura>bah}ah saja. Jadi untuk pembiayaan pinjaman serta pembiayaan 
modal kerja menggunakan satu akad yang sama.
3
 
1. Proses pengajuan pembiayaan mura>bah}ah 
1) Nasabah datang ke KSU Kencana Makmur untuk mengajukan 
permohonan pembiayaan 
2) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.  
3) Melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan antara lain:  
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, bagi yang 
sudah menikah.  
b. Foto copy Kartu Keluarga (KK).  
c. Bawa bukti jaminan  
a) Kendaraan BPKB dan foto copy STNK dengan catatan pajak 
kendaraan jalan.  
b) Sertifikat (Rumah/Tanah)  
4) Setelah persyaratan lengkap, giliran tugas marketing survey langsung 
untuk melakukan gesek rangka dan mesin (untuk sepeda motor), cek 
fisik (untuk mobil).  
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Asykuri, Wawancara, Lamongan, 06 Maret 2018. 



































5) Bagian marketing membuat transaksi kendaraan. Dan semua 
persyaratan akan diberikan ke Admin untuk diajukan ke bagian kepala 
cabang. Untuk dianalisa kelayakan pembiayaan apakah pantas 
nasabah tersebut diberikan pembiayaan atau tidak.  
6) Setelah pengajuan pembiayaan diterima, dibuatkanlah kontrak akad 
mura>bah}ah.  
7) Nasabah mengisi formulir untuk menjadi anggota koperasi, karena 
KSU Kencana Makmur merupakan lembaga koperasi yang mana 
dalam syarat mendapatkan pembiayaan diharuskan menjadi anggota 
koperasi terlebih dahulu.  
8) Pihak KSU Kencana Makmur melakukan akad murabahah yakni, jual 
beli antara pihak KSU Kencana Makmur dengan nasabah untuk 
menjualbelikan barang jaminan, sebagaimana pada akad mura>bah}ah 
pertama nasabah menjadi penjual dan KSU Kencana Makmur menjadi 
pembeli. Pada akad mura>bah}ah ke dua pihak BMT menjadi penjual 
dan nasabah menjadi pembeli dan semua haraga sesuai kesepakatan.  
9) Setelah melakukan akad nasabah akan mencairkan dana yang telah 
disetujui dalam pembiayaan (untuk yang sudah berkeluarga pencairan 
harus suami-istri, bagi yang belum berkeluarga harus didampingi salah 
satu orang tua). Nasabah harus membayar biaya adiministrasi. 



































10) Selanjutnya sesuai dengan perjanjian mura>bah}ah pelunasan hutang 
nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang 
telah disepakati kedua pihak.
4
 
2. Proses Pembiayaan Mura>bah}ah di UJKS KSU Kencana Makmur 
Dalam KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan 
Mura>bah}ah adalah pembiayaan dimana penjualan harga barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual 
dan pembeli dimana Pihak KSU Kencana Makmur dalam akad pertama 




Nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari KSU Kencana 
Makmur disyaratkan harus menjaminkan barang, dan barang yang 
dijaminkan tersebut harus di jual kepada pihak KSU Kencana Makmur 
dengan harga sesuai dengan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan dan 
nasabah harus membeli barang jaminan yang sudah di jual kepada pihak 
KSU Kencana Makmur lagi dengan harga beli senilai harga jual awal 
ditambah margin dari KSU Kencana Makmur dan dengan cara angsuran.6 
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Dokumen Panduan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur 
Sugihan Solokuro Lamongan. 
5
Ummatul Izzah, Wawancara, Lamongan, 15 Maret 2018. 
6Yuntafa’ul Ummah, Wawancara, Lamongan, 13 Maret 2018. 
7
Dokumen Panduan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur 
Sugihan Solokuro Lamongan. 



































a) Proses Penjualan dan Pembelian Barang Jaminan 
Proses penjualan dan pembelian barang ini diawali dengan 
penandatanganan akad oleh pihak UJKS KSU Kencana Makmur 
dengan nasabahnya dengan menggunakan akad mura>bah}ah. Dalam 
pembiayaan mura>bah}ah ini KSU membiayai seluruh harga pembelian 
barang Jaminan yang telah disepakati.  
KSU membeli barang jaminan yang sudah dijaminkan oleh 
nasabah dengan harga senilai pembiayaan yang dibutuhkan oleh 
nasabah, kemudian KSU menjual lagi barang jaminan tersebut kepada 
nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. 
nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. 
Didalam akad mura>bah}ah terdapat akad sewa menyewa yang 
mana barang jaminan tersebut jika tidak disewa maka nasabah tidak 
bisa menggunakan kembali sampai berakhirnya masa tenggang waktu 
yang disepakati. dengan alasan bahwa meskipun barang jaminan 
tersebut sudah dibeli lagi oleh pihak nasabah tetapi pembayaranya 
belum lunas dan masih di angsur.  
Penentuan margin pada pembiayaan mura>bah}ah ditentukan 
sesuai kesepakatan atanra nasabah dan pihak KSU Kencana Makmur. 
Kemudian jumlah pinjaman dan waktu peminjaman juga 
mempengaruhi besar kecilnya margin, semakin besar jumlah pinjaman 



































dan semakin lama waktu pinjaman, jumlah margin akan semakin 
besar. 
Para nasabah di UJKS KSU Kencana Makmur pun tidak 
mengetahui tentang akad mura>bah}ah, karena yang menentukan jenis 
akad dari permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah 
adalah pihak UJKS KSU Kencana Makmur. 
b) Pembayaran Angsuran 
Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari UJKS KSU 
Kencana Makmur dan melakukan pembelian barang untuk 
kepentingan modal kerja maupun kebutuhan konsumtif, maka nasabah 
mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman modal yang disertai 
dengan keuntungan kepada UJKS KSU Kencana Makmur secara 
mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan di 
awal akad. Pembayaran angsuran ini dilakukan dengan mendatangi 
UJKS KSU Kencana Makmur. 
Nasabah yang ingin melunasi angsuran pinjaman sebelum jatuh 
tempo harus menunggu sampai  60%- 70% jalannya angsuran dan 
nasabah akan diberikan potongan harga oleh KSU Kencana Makmur 
karena melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.Namun nasabah 
juga boleh memilih  membayar angsuran sekaligus di akhir, sesuai 
dengan kemampuan nasabah. Asalkan ada perjanjian di awal akad. 
pada prinsipnya KSU Kencana Makmur tidak ingin mempersulit 



































nasabah karena mereka menerapkan prinsip suka sama suka  
(keridhoan). 
Namun jika nasabah tidak dapat membayar tidak ada denda, 
bila macet tidak ada bunga berbunga, UJKS KSU Kencana Makmur 
mempunyai beberapa alternaif penyelesaian pembiayaan bermasalah 
yaitu: 
a. Langkah penyelesaian melalui penjadwalan ulang jangka waktu 
dan skema pelunasan pembiayaan.  
b. Menyerahkan kembali barang jaminan yang sudah dibeli oleh 
nasabah kepada pihak UJKS KSU Kencana Makmur. 
c) Pengeluaran Jaminan / penyerahan barang yang dibeli 
Pengeluaran jaminan / penyerahan barang yang dibeli oleh 
nasabah dapat dilakukan setelah nasabah melunasi angsuran pinjaman 
mura>bah}ah, nasabah datang ke UJKS KSU Kencana Makmur dengan 
membawa bukti buku pelunasan angsuran kepada customer service, 
kemudian customer service akan menghubungi administrasi 
pembiayaan untuk penyerahan jaminan. Sebelum administrasi 
pembiayaan menyerahkan barang jaminan, petugas administrasi 
pembiayaan memeriksa ulang catatan fasilitas pembiayaan peminjam 
untuk memastikan tidak ada lagi kewajiban yang tersisa (saldo 
pembiayaan sudah tidak ada), setelah itu nasabah dapat mengambil 
kembali barang jaminan. 
 



































d) Berakhirnya Pembiayaan Mura>bah}ah 
Berakhirnya akad pembiayaan mura>bah}ah jika nasabah telah 
melunasi seluruh kewajibannya untukmembayar angsuran 
pinjamannya dan telah mengambil barang jaminannya yang 
dijaminkan UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan Kecamatan 
Solokuro Kabupaten Lamongan. 
3. Praktik pembiayaan Mura>bah}ahdi UJKS KSU Kencana Makmur 
Praktik pembiayaan mura>bah}ahdi UJKS KSU Kencana Makmur 
disajikan bagian ini dengan mendeskripsikan beberapacontoh kasus 
sebagai berikut: 
a. Nasabah atas nama Bapak Sukirno 
Bapak Sukirnoadalah seorang nasabah beralamatkan di desa 
Sendangduwur-Paciran-Lamongan yang datang menemui customer 
service di kantor UJKS KSU Kencana Makmur yang beralamat di 
Jalan Merdeka No. 08 Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten 
Lamongan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang akan 
digunakan untuk modal kerja jualan Sosis dengan mengisi formulir 
dan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan berupa fotokopi 
KTP dirinya dan istrinya masing 1 lembar, kartu keluarga 1 lembar 
surat nikah 1 lembar, dan jaminan berupa BPKB Motor Vario. 
Permohonan Bapak Sukirno direspon oleh pihak UJKS KSU 
Kencana Makmur dan customer service mengarahkan Bapak Sukirno 
kepada Manager untuk melakukan wawancara dan analisa kelayakan. 



































Setelah manager melakukan wawancara dan analisa kelayakan kepada 
Bapak Sukirnomaka giliran tugas marketing survey langsung untuk 
melakukan gesek rangka dan mesin (untuk sepeda motor Vario), 
kemudian manager menetukan nasabah bisa mendapatkan pembiayaan 
atau tidak, dan manager menyetujui permohonan pembiayaan yang 
diajukan oleh Bapak Sukirno. 
Permohonan pembiayaan Bapak Sukirno disetujui maka 
petugas administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan 
mura>bah}ah, buku pembiayaan, dan simpanan kemudian Bapak 
Sukirno melakukan proses ijab kabul dengan manager KSU Kencana 
Makmur dan penandatanganan akad pembiayaan mura>bah}ah.Dalam 
pelaksanann pembiayaan mura>bah}ah ini, penjualan barang jaminan 
yang dilakukan oleh Bapak Sukirno kepada UJKS KSU Kencana 
Makmur Sugihan adalah wajib karena sebagai persyaratan pokok 
dalam pembiayaan mura>bah}ah  kemudian barang jaminan yang sudah 
dijual tersebut akan dibeli lagi oleh Bapak Sukirno dengan sistem 
pembayaran Angsuran sesuai kesepakatan. Dan Bapak Sukirno 
memilih untuk menyewa barang jaminan nya, karena motornya 
dibutuhkan untuk berjualan sosis. dengan rincian sebagai berikut:
8
 
1. Jumlah pinjaman  : Rp. 3.000.000  
2. Jangka waktu  : 12 bulan  
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
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4. Biaya administrasi : 1% dari jumlah pinjaman (Rp. 30.000) 
5. Cicilan tiap bulan  : Rp. 250.000  
6.  Jaminan   : BPKB Motor (Vario) 
7.  Margin   : 2,3% dari jumlah pinjaman (Rp 
67.500/bulan)  
8. Jenis pembiayaan  : Mura>bah}ah 
b. Nasabah atas nama Bapak M. Misbahuddin 
Bapak M. Misbahuddinadalah seorang nasabah beralamatkan 
Desa Payaman-Solokuro-Lamongan yang datang menemui customer 
service di kantor UJKS KSU Kencana Makmur yang beralamat di 
Jalan Merdeka No. 08 Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten 
Lamongan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang akan 
digunakan untuk modal kerja dengan mengisi formulir dan membawa 
persyaratan pengajuan pembiayaan berupa fotokopi KTP dirinya dan 
istrinya masing 1 lembar, kartu keluarga 1 lembar surat nikah 1 
lembar,dan jaminan berupa BPKB Mobil Pick-up Mitsubishi. 
Permohonan Bapak M. Misbahuddin direspon oleh pihak UJKS 
KSU Kencana Makmur dan customer service mengarahkan Bapak M. 
Misbahuddin kepada Manager untuk melakukan wawancara dan 
analisa kelayakan. Setelah manager melakukan wawancara dan analisa 
kelayakan kepada Bapak M. Misbahuddinmaka giliran tugas 
marketing survey langsung untuk melakukan cek fisik kendaraan 
(MobilPick Up Mitsubishi). Kemudian manager menetukan nasabah 



































bisa mendapatkan pembiayaan atau tidak, dan manager menyetujui 
permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Bapak M. Misbahuddin. 
Permohonan pembiayaan Bapak M. Misbahuddin disetujui 
maka petugas administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan 
mura>bah}ah, buku pembiayaan, karena Bapak M. Misbahuddin sudah 
menjadi anggota koperasi maka tidak perlu dibuatkan buku 
simpanan.kemudian Bapak M. Misbahuddin melakukan proses ijab 
kabul dengan manager KSU Kencana Makmur dan penandatanganan 
akad pembiayaan mura>bah}ah. Dalam pelaksanaan pembiayaan 
mura>bah}ah ini, penjulan barang jaminan  yang dilakukan oleh Bapak 
M. Misbahuddin kepada UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan 
adalah wajib karena sebagai persyaratan pokok dalam pembiayaan 
mura>bah}ah  kemudian barang jaminan yang sudah dijual tersebut akan 
dibeli lagi oleh Bapak M. Misbahuddin dengan sistem pembayaran 
Angsuran sesuai kesepakatan. Dan Bapak M. Misbahuddin memilih 
untuk menyewa barang jaminan nya, karena mobilnya dibutuhkan 




1. Jumlah pinjaman  : Rp. 50.000.000  
2. Jangka waktu  : 24 bulan  
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya administrasi : 1% dari jumlah pinjaman (Rp. 500.000) 
                                                             
9
Misbahuddin, Wawancara, Lamongan,18 Maret 2018. 



































5. Cicilan tiap bulan  : Rp. 2.084.000  
6. Jaminan  : BPKB Mobil Pick-Up (Mitsubishi) 
7. Margin   : 2,3% dari jumlah pinjaman (Rp 
1.150.000/bulan)  
8. Jenis pembiayaan  : Mura>bah}ah 
c. Nasabah atas Nama Ibu Asliyah  
Ibu Asliyah adalah seorang nasabah beralamatkan Desa 
Tebluru-Solokuro-Lamongan yang datang menemui customer service 
di kantor UJKS KSU Kencana Makmur yang beralamat di Jalan 
Merdeka No. 08 Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten 
Lamongan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang akan 
digunakan untuk modal kerja kebutuhan penjahit dengan mengisi 
formulir dan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan berupa 
fotokopi KTP dirinya dan istrinya masing-masing 1 lembar, kartu 
keluarga 1 lembar surat nikah 1 lembar, dan jaminan berupa BPKB 
Motor Vario. 
Permohonan Ibu Asliyah direspon oleh pihak UJKS KSU 
Kencana Makmur dan customer service mengarahkan Ibu Asliyah 
kepada Manager untuk melakukan wawancara dan analisa kelayakan. 
Setelah manager melakukan wawancara dan analisa kelayakan kepada 
Ibu Asliyahmaka giliran tugas marketing survey langsung untuk 
melakukan cek fisik kendaraan (Motor Vario). Kemudian manager 
menetukan nasabah bisa mendapatkan pembiayaan atau tidak, dan 



































manager menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Ibu 
Asliyah. 
Permohonan pembiayaan Ibu Asliyah disetujui maka petugas 
administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan mura>bah}ah, 
buku pembiayaan, dan simpanan karena KSU Kencana Makmur 
merupakan lembaga koperasi yang mana dalam syarat mendapatkan 
pembiayaan diharuskan menjadi anggota koperasi terlebih 
dahulu.kemudian Ibu Asliyah melakukan proses ijab kabul dengan 
manager KSU Kencana Makmur dan penandatanganan akad 
pembiayaan mura>bah}ah. Dalam pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah 
ini, penjualan barang jaminan  yang dilakukan oleh Ibu Asliyah 
kepada UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan adalah wajib karena 
sebagai persyaratan pokok dalam pembiayaan mura>bah}ah  kemudian 
barang jaminan yang sudah dijual tersebut akan dibeli lagi oleh Ibu 
Asliyah dengan sistem pembayaran Angsuran sesuai kesepakatan. Dan 
Ibu Asliyah memilih untuk menyewa barang jaminan nya, karena 
motornya dibutuhkan untuk kendaraan sehari-hari oleh Ibu Asliyah. 
dengan rincian sebagai berikut:
10
 
1. Jumlah pinjaman  : Rp. 5.000.000  
2. Jangka waktu  : 12 bulan  
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya administrasi : 1% dari jumlah pinjaman (Rp. 50.000) 
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Asliyah, Wawancara, Lamongan, 25 April 2018. 



































5. Cicilan tiap bulan  : Rp. 416.000  
6. Jaminan   : BPKB Motor (Vario) 
7. Margin   : 2,3% dari jumlah pinjaman (Rp 
115.000/bulan)  
8. Jenis pembiayaan  : Mura>bah}ah 
d. Nasabah atas Nama Ibu Sufiyah 
Ibu Siti Sufiyah adalah seorang nasabah beralamatkan Desa 
Dagan-Solokuro-Lamongan yang datang menemui customer service di 
kantor UJKS KSU Kencana Makmur yang beralamat di Jalan 
Merdeka No. 08 Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten 
Lamongan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang akan 
digunakan untuk modal kerja Petani dengan mengisi formulir dan 
membawa persyaratan pengajuan pembiayaan berupa fotokopi KTP 
dirinya dan istrinya masing 1 lembar, kartu keluarga 1 lembar surat 
nikah 1 lembar, dan jaminan berupa BPKB Motor Beat. 
Permohonan Ibu Siti Sufiyah direspon oleh pihak UJKS KSU 
Kencana Makmur dan customer service mengarahkan Ibu Siti Sufiyah 
kepada Manager untuk melakukan wawancara dan analisa kelayakan. 
Setelah manager melakukan wawancara dan analisa kelayakan kepada 
Ibu Siti Sufiyah maka giliran tugas marketing survey langsung untuk 
melakukan cek fisik kendaraan (Motor Beat). Kemudian manager 
menetukan nasabah bisa mendapatkan pembiayaan atau tidak, dan 



































manager menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan Ibu Siti 
Sufiyah. 
Permohonan pembiayaan Ibu Siti Sufiyah disetujui maka 
petugas administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan 
mura>bah}ah, buku pembiayaan, karena Bapak M. Misbahuddin sudah 
menjadi anggota koperasi maka tidak perlu dibuatkan buku simpanan. 
kemudian Ibu Siti Sufiyah melakukan proses ijab kabul dengan 
manager KSU Kencana Makmur dan penandatanganan akad 
pembiayaan mura>bah}ah. Dalam pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah 
ini, penjualan barang jaminan  yang dilakukan oleh Ibu Siti Sufiyah 
kepada UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan adalah wajib karena 
sebagai persyaratan pokok dalam pembiayaan mura>bah}ah  kemudian 
barang jaminan yang sudah dijual tersebut akan dibeli lagi oleh Ibu 
Siti Sufiyah dengan sistem pembayaran Angsuran sesuai kesepakatan. 
Dan Ibu Siti Sufiyah memilih untuk menyewa barang jaminan nya, 
karena motornya dibutuhkan untuk kendaraan sehari-hari oleh Ibu Siti 
Sufiyah. dengan rincian sebagai berikut:
11
 
1. Jumlah pinjaman  : Rp. 6.000.000  
2. Jangka waktu  : 12 bulan  
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya administrasi : 1% dari jumlah pinjaman (Rp. 60.000) 
5. Cicilan tiap bulan  : Rp. 500.000  
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6. Jaminan   : BPKB Motor (Beat) 
7. Margin   : 2,3% dari jumlah pinjaman (Rp 
138.000/bulan)  
8. Jenis pembiayaan : Mura>bah}ah 
e. Nasabah atas nama Ibu Munifah 
Ibu Munifahadalah seorang nasabah beralamatkan Desa 
Palirangan-Solokuro-Lamongan yang datang menemui customer 
service di kantor UJKS KSU Kencana Makmur yang beralamat di 
Jalan Merdeka No. 08 Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten 
Lamongan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang akan 
digunakan untuk modal kerja Ternak Ayam dengan mengisi formulir 
dan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan berupa fotokopi 
KTP dirinya dan istrinya masing 1 lembar, kartu keluarga 1 lembar 
surat nikah 1 lembar, dan jaminan berupa BPKB Mobil Avanza. 
Permohonan Ibu Munifah direspon oleh pihak UJKS KSU 
Kencana Makmur dan customer service mengarahkan Ibu Munifah 
kepada Manager untuk melakukan wawancara dan analisa kelayakan. 
Setelah manager melakukan wawancara dan analisa kelayakan kepada 
Ibu Munifahmaka giliran tugas marketing survey langsung untuk 
melakukan cek fisik kendaraan (Mobil Avanza). Kemudian manager 
menetukan nasabah bisa mendapatkan pembiayaan atau tidak, dan 
manager menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Ibu 
Munifah. 



































Permohonan pembiayaan Ibu Munifah disetujui maka petugas 
administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan mura>bah}ah, 
buku pembiayaan, dan simpanan karena KSU Kencana Makmur 
merupakan lembaga koperasi yang mana dalam syarat mendapatkan 
pembiayaan diharuskan menjadi anggota koperasi terlebih 
dahulu.kemudian Ibu Munifah melakukan proses ijab kabul dengan 
manager KSU Kencana Makmur dan penandatanganan akad 
pembiayaan mura>bah}ah. Dalam pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah 
ini, penjualan barang jaminan  yang dilakukan oleh Ibu Munifah 
kepada UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan adalah wajib karena 
sebagai persyaratan pokok dalam pembiayaan mura>bah}ah  kemudian 
barang jaminan yang sudah dijual tersebut akan dibeli lagi oleh Ibu 
Munifah dengan sistem pembayaran Angsuran sesuai kesepakatan. 
Dan Ibu Munifah memilih untuk menyewa barang jaminan nya, 
karena mobilnya dibutuhkan untuk kendaraan sehari-hari oleh Ibu 
Munifah. dengan rincian sebagai berikut:
12
 
1. Jumlah pinjaman  : Rp. 30.000.000  
2. Jangka waktu  : 12 bulan  
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya administrasi : 1% dari jumlah pinjaman (Rp. 300.000) 
5. Cicilan tiap bulan  : Rp. 2.500.000  
6. Jaminan   : BPKB Mobil (Avanza) 
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7. Margin   : 2,3% dari jumlah pinjaman (Rp 
675.000/bulan)  
8. Jenis pembiayaan  : Mura>bah}ah 


































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MURA<BAH{AH 
BERSYARAT DI UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI SERBA 
USAHA KENCANA MAKMUR SUGIHAN  
 
A. Analisis Praktik Mura>bah}ah Bersyarat di KSU Kencana Makmur Sugihan 
Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana analisis praktik pembiayaan 
mura>bah}ah  pada Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha 
Kencana Makmur Sugihan. dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap 
praktik pembiayaan mura>bah}ah pada Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi 
Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan. 
Pada praktik pembiayaan mura>bah}ah di Unit Jasa Keuangan Syariah 
Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan, penentuan jenis 
pembiayaan ditentukan oleh pihak KSU Kencana Makmur sendiri, dan 
nasabah hanya mengikuti aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh KSU 
Kencana Makmur. Pembiayaan mura>bah}ah yang dilakukan di KSU Kencana 
Makmur diawali dengan proses pengajuan pembiayaan, nasabah datang ke 
KSU Kencana Makmur dengan membawa berkas permohonan pembiayaan. 
Setelah data lengakap pihak KSU Kencana Makmur melakukan survey 
dengan tujuan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak untuk 
mendapatkan pembiayaan. Apabila dalam survey tersebut nasabah memang 
benar-benar layak untuk mendapatkan pembiayaan maka dilakukanlah akad 
mura>bah}ah yang didalamnya terdapat persetujuan pembiayaan seperti mark-
up, jangka waktu pembayaran, dan jaminan yang telah disepakati kedua belah 



































pihak tersebut. Tapi di KSU Kencana Makmur semua pembiyaan 
menggunakan akad mura>bah}ah dan tidak memandang jenis pembiayaan yang 
diajukan. Di sini nasabah tidak diperbolehkan memilih akad apa yang 
diinginkan karena di KSU Kencana Makmur hanya menggunakan akad 
mura>bah}ah untuk semua jenis pembiayaan. Barang yang menjadi objek jual 
beli di KSU Kencana Makmur adalah barang jaminan. 
Secara teeori mura>bah}ah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
customer  terhadap barang-barang tertentu karena tidak memiliki uang dalam 
jumlah besar atau karena tidak ingin dibeli secara tunai.
1
 Tapi di KSU 
Kencana Makmur akad mura>bah}ah digunakan untuk berbagai macam 
pengajuan pembiayaan. dengan ketentuan bukan bank mencarikan barang apa 
yang diperlukan nasabah tetapi akad mura>bah}ah berlangsung untuk 
memperjuabelikan jaminan yang dijaminkan oleh nasabah.  
Mura>bah}ah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk 
transaksi jual beli dengan cicilan.
2
  Tetapi di UJKS KSU Kencana Makmur 
nasabah boleh membayar angsuran sekaligus di akhir sesuai kemampuan 
nasabah untuk membayar asalkan ada kesepakatan bersama di awal akad 
antara pihak KSU dan nasabah. Selain itu pada pembiayaan mura>bah}ah, 
nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat-syarat sah 
perjanjian, yaitu syarat subjektif harus berumur 21 tahun atau telah maupun 
sudah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Obyek mura>bah}ah tersebut 
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Veithzal Revai, Arviyan Arivin, Islamic Banking (sebuah teori, konsep, dan aplikasi), 
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harus tertentu dan jelas serta merupakan milik yang penuh dari pihak bank.
3
 
Di KSU Kencana Makmur akad pertama bank membeli barang dari nasabah, 
yang barang itu berupa jaminan untuk pembiayaan. Kemudian akad kedua 
bank menjual barang kepada nasabah (dengan orang yang sama). Pada buku 
standar produk perbankan syariah mura>bah}ah tertulis transfer kepemilikan 
barang yang menjadi obyek mura>bah}ah harus dilakukan secara efektif bank 
sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Pedoman ini jelas bank 
sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pada akad mura>bah}ah pertama 
di KSU Kencana Makmur jelas tidak sesuai dengan pedoman tersebut karena 
Koperasi menjadi pembeli dan nasabah sebagai penjual. Pada akad kedua 
sudah sesuai karena nasabah Koperasi sebagai penjual dan nasabah sebagai 
pembeli.  
Di KSU Kencana Makmur setelah akad mura>bah}ah ada syarat 
perjanjian kontrak lagi yang harus disepakati, Setelah barang jaminan 
menjadi syarat obyek jual beli mura>bah}ah dan untuk akad mura>bah}ah yang 
kedua sudah dibeli lagi oleh pihak nasabah dengan cara cicilan, nasabah harus 
menentukan apakah barang jaminan tersebut di gunakan atau di titipkan 
kepada pihak KSU Kencana Makmur jika dititipkan kepada KSU maka ada 
tambahan biaya perawatan, dan jika digunakan sendiri oleh nasabah maka 
harus menggunakan akad sewa menyewa dan ada ditetapkanya biaya sewa.  
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Jaminan dalam mura>bah}ah 
dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya, dan bank dapat 
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meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Artinya 
bahwa jaminan itu ada untuk pegangan bank untuk mengantisipasi apabila 
terjadi hal-hal yang diluar perkiraan bukan untuk diperjual belikan dan di 
sewakan, serta bukan menjadi syarat utama pembiayaan mura>bah}ah. 
Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pihak UJKS KSU Kencana Makmur 
Sugihan belum sesuai dengan peraturan yang ada ayau belum sesuai dengan 
ketentuan fiqih ekonomi syariah. 
Alasan mengapa pihak UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan 
melakukan praktik tersebut pada pembiayaan Mura>bah}ah dengan syarat 
barang jaminan sebagai obyek jual beli Mura>bah}ah, karena banyak nasabah 
yang membutuhkan pinjaman uang daripada membutuhkan barang. Selain 
itu menurut mereka pembiayaan mura>bah}ah seperti itu juga diperbolehkan 
karena pengertian pokok dari mura>bah}ah adalah jual beli barang dan mereka 
tetap menerapkan prinsip keridhoan (suka sama suka). 
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Mura>bah}ah Bersyarat di KSU 
Kencana Makmur Sugihan 
Setelah menganalisis praktik pembiayaan mura>bah}ah pada Unit Jasa 
Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan 
kemudian penulis akan menganalisis hukum Islam terhadap praktik 
pembiayaan mura>bah}ah pada Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba 
Usaha Kencana Makmur Sugihan. 
Pihak yang berakad adalah penjual sekaligus pembeli yaitu KSU 
Kencana Makmur pada akad pertama sebagai pembeli dan nasabah sebagai 



































penjual dilanjutkan pada akad kedua KSU Kencana Makmur sebagai penjual 
dan nasabah sebagai pembeli. Dalam hukum islam hal ini tidak sah karena 
pihak KSU Kencana Makmur sebagai penjual sekaligus pembeli begitu juga 
sebaliknya nasabah juga sebagai pembeli sekaligus penjual. Sebagaimana 
yang dijelaskan oleh jumhur ulama’ dalam buku-buku fiqih muamalah, 
syarat-syarat orang yang berakad dalam jual beli mura>bah}ah: 
Para ulama’ fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan 
akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :
4
 
a. Baligh dan berakal. 
b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinyaseseorang 
tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual 
sekaligus pembeli. 
Kemudian dalam menetapkan keuntungan, penentuan laba dilakukan 
sesuai kesepakatan antara pihak KSU Kencana Makmur dan nasabah. Proses 
keterbukaan dalam tawar menawar akan menimbulkan sikap saling rela yang 
membedakan bank syariah dengan bank konvesional. Seperti yang dijelaskan 
pada surah Annisa ayat 29: 
اَه ُّي
َ
أََٰٓي  َي  
لَّذِ
ٱ     نُ  َأۡ َة  نُ 










و نُ َاو َ      َ




  إ 




ووٓ نُ نُت أۡقَت 
َ
 َو ۡۚ أۡ نُ    ا َ لَّذِٱ  اٗمي  َحر أۡ نُ  ة َنَكَ ٢٩  
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 




Kemudian terkait pembiayan mura>bah}ah Dalam ketentuan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI//IV/2000 tentang pembiayaan 
mura>bah}ah menyebutkan “Bank membiayai sebagian atau seluruh harga 
pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya” hal ini tidak 
diterapkan di KSU Kencana Makmur karena pembiayaan di KSU Kencana 
Makmur hanya membiayai sesuai pengajuan yang diinginkan nasabah. 
memperjual belikan barang yang dijaminkan.  
Dalam KSU Kencana Makmur transaksi jual beli mura>bah}ah yang 
diperjualbelikan adalah barang yang dibeli dari nasabah yang mengajukan 
pembiayaan dan kemudian dijual lagi kepada nasabah-nya artinya barang 
yang diperjualbelikan adalah barang jaminan. Bukan barang yang dipesan 
oleh nasabah. Meskipun barang yang diperjualbelikan sudah menjadi milik 
penuh pihak KSU Kencana Makmur tetapi tetap saja yang menjadi obyek 
jual beli adalah barang jaminan bukan barang yang dipesan oleh nasabah. 
Terdapat perbedaan pendapat mengenai jual beli dengan obyek 
barang jaminan tersebut, ada yang mengharamkan dan ada juga yang 
membolehkan. Menurut Imam Syafi’i, seperti dikutip Imam Ibnu Qudamah, 
menyatakan “jika dua orang berjual beli dengan syarat menjadikan barang 
yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, jual belinya tidak sah. Sebab jika 
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barang yang dibeli dijadikan jaminan, berarti barang itu belum menjadi milik 
pembeli.”6 Sedangkan Imam Ibnu Qudamah,”Menurut Imam Ahmad, jaminan 
berupa barang yang dibeli sah.
7
 Tetapi pendapat tersebut masih diperdebatkan 
dan banyak yang tidak menyetujui pendapat tersebut.  
Sebagai Lembaga keuangan non bank yang berlembaga koperasi dan 
menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah yaitu menggunakan 
sistem bagi hasil dan sangat menjauhi perkara yang mengandung unsur riba 
ataupun yang melanggar syara’ dan Koperasi Syariah seharusnya lebih 
merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang telah ditetapkan. Dan 
dalam hal Mura>bah}ah ini harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No. 04/DSN-MUI//IV/2000 tentang pembiayaan mura>bah}ah yang 
berbunyi “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. tetapi dalam praktiknya 
KSU Kencana Makmur lebih merujuk kepada pendapat para ulama’ yang 
masih diperdebatkan dan banyak yang tidak menyetujui bukan merujuk pada 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI//IV/2000. 
Dalam penjualan barang ke nasabah KSU Kencana Makmur 
menjelaskan keuntungan yang diambil . Untuk masalah harga pokok pihak 
nasabah sudah mengetahui karena barang yang diperjualbelikan, awalnya 
milik nasabah yang dijual kepada bank. Dan bank menjualnya ke nasabah 
lagi. Proses jual beli yang diterapkan KSU Kencana Makmur sangat 
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transaparan, karena kedua belah pihak saling mengetahui. Pengambilan 
keuntungan juga sudah disepakati oleh pihak KSU Kencana Makmur dan 
nasabah. Karena pada dasarnya mura>bah}ah menggunakan prinsip jual beli 
yang mana dalam jual beli pihak penjual mengambil keuntungan yang 
banyak diperbolehkan asalkan kedua belah pihak setuju. Hal ini sejalan 
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI//IV/2000 tentang 
pembiayaan mura>bah}ah “Bank kemudian menjual harga barang tersebut 
kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya” 
Sebagaimana dalam surat al-Fathir ayat 29: 
 لَّذِن إ  َي  
لَّذِ









 َر نُتَت يلَّذِ ٢٩  
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 





Pada dasarnya setiap pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan 
dibutuhkan jaminan. Adanya jaminan bertujuan untuk melihat kesungguhan 
nasabah dalam mengajukan pembiayaan selain itu jaminan juga digunakan 
sebagai antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisal kredit 
macet. Begitupula untuk pengajuan pembiayaan di KSU Kencana Makmur 
harus menggunakan jaminan, karena pada proses akad mura>bah}ah di KSU 
Kencana Makmur barang jaminan digunakan sebagai obyek mura>bah}ah. Tanpa 
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meggunakan jaminan proses akad mura>bah}ah tidak dapat terlaksana. Barang 
jaminan di KSU Kencana Makmur akan diikatkan dinotaris seperti yang 
tertera pada biaya administrasi yaitu ada biaya pengikatan jaminan. Hal ini 
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah NasionalNo. 04/DSN-MUI//IV/2000 
tentang pembiayaan mura>bah}ah “untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 
atau kerusakan akad tersebut, pihak bank Dapat megdadakan perjanjian 
khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi” dan 
dalam prespektif Hukum Islam hal ini dibenarkan untuk menghindari risiko 
atas dana yang digunakan nasabah dan untuk mengindari hal-hal yang tidak 
diinginkan. 
Dalam alur pembiayaan mura>bah}ah dijelaskan bahwa “Setelah akad 
disepakati pada mura>bah}ah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan 
pembelian kepada pemasok. Akan tetapi, pada mura>bah}ah tanpa pesanan, 
bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah 
memilikinnya terlebih dahulu, Barang yang diinginkan oleh pembeli 
selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah membeli.” 
Tetapi di KSU Kencana makmur ini setelah akad mura>bah}ah 
disepakati, disyaratkan melakukan Kontrak sewa pada barang jaminan yang 
menjadi obyek jual beli mura>bah}ah. Karena jika tidak menyewa barang 
jaminan yang awalnya di jual oleh pihak nasabah kepada KSU Kencana 
Makmur dan selanjutnya dibeli kembali oleh pihak nasabah maka nasabah 
tidak bisa menggunakan kembali barang tersebut.  



































Dalam penerapan akad mura>bah}ah di KSU Kencana Makmur 
memang diberlakukan syarat kontrak sewa-menyewa tetapi syarat tersebut 
di luar akad mura>bah}ah, karena kontrak sewa-menyewa dilakukan setelah 
akad mura>bah}ah disepakati. Menurut penulis dalam Praktik akad mura>bah}ah 
belum sepenuhnya mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-
MUI//IV/2000 tentang pembiayaan mura>bah}ah, Karena pada syarat obyek 
mura>bah}ah  di KSU Kencana Makmur bukan barang pesanan yang dipesan 
nasabah sesuai yang dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 
04/DSN-MUI//IV/2000 tentang pembiayaan mura>bah}ah melainkan barang 
jaminan. 




































Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Penerapan pembiyaan akad mura>bah}ah di UJKS KSU Kencana Makmur, 
digunakan untuk pengajuan semua pembiayaan. nasabah datang ke UJKS 
KSU Kencana Makmur Sugihan untuk mengajukan pembiayaan sebagai 
modal usaha. Dalam penanganan satu pengajuan pembiayaan di KSU 
Kencana Makmur dilaksanakan 2 akad, akad pertama nasabah berperan 
menjadi penjual dan KSU menjadi pembeli di akad kedua KSU berperan 
menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Barang yang menjadi objek 
jual beli adalah barang jaminan. Dan setelah pihak KSU Kencana Makmur 
dan nasabah melakukan kesepakatan akad mura>bah}ah, disyaratkan 
melakukan Kontrak sewa pada barang jaminan yang menjadi obyek jual 
beli mura>bah}ah. 
2. Penerapan Praktik akad mura>bah}ah di KSU Kencana Makmur 
diberlakukan syarat kontrak sewa-menyewa pada barang jaminan yang 
menjadi obyek jual beli mura>bah}ah, tetapi syarat tersebut tidak termasuk 
dari syarat akad mura>bah}ah, karena kontrak sewa-menyewa tersebut 
dilakukan setelah mura>bah}ah disepakati. tetapi obyek jual beli mura>bah}ah 
adalah barang jaminan, ini tidak Sesuai dengan obyek mura>bah}ah yang 
disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-

































MUI//IV/2000 tentang pembiayaan mura>bah}ah, bahwa seharusnya yang 
menjadi obyek mura>bah}ah adalah barang yang dibutuhkan oleh nasabah 
atau barang yang dipesan oleh nasabah. 
B. Saran  
Setelah penulis melakukan penelitian di UJKS KSU Kencana Makmur, 
selanjutnya penulis memberikan sara-saran kepada pihak yang terkait. Baik 
itu untuk UJKS KSU Kencana Makmur juga Fakultas Syariah dan Hukum 
sebagai lembaga pendidikan yang penulis percaya untuk mencari ilmu, 
maupun masyarakat pada umumnya sebagai pengguna jasa pembiayaan 
terutama lembaga keuangan lainya terutama dengan keuangan konvensional 
yang juga bergerak pada bidang jasa simpan pinjam.  
1. UJKS KSU Kencana Makmur sebagai unit keuangan syariah yang 
bergerak pada unit jasa simpan pinjam, dalam transaksi menggunakan 
prinsip akad mura>bah}ah seharusnya yang menjadi obyek mura>bah}ah 
adalah barang yang dipesan oleh nasabah menyesuaikan dengan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI//IV/2000 tentang pembiayaan 
mura>bah}ah. Karena badan hukum yang menggunakan prinsip syariah 
2. UJKS KSU Kencana Makmur sebagai unit keuangan syariah yang 
bergerak pada unit jasa simpan pinjam yang menggunakan prinsip syariah 
seharusnya mengikuti aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional karena 
Fatwa DSN merupakan pedoman dari lembaga/perekonomian yang 
berbadan hukum syariah. 
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